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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap
Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang Dilakukan
oleh Istri Murtad” ini merupakan penelitian yang memiliki rumusan masalah
antara lain yang pertama bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim PA
Sidoarjo Nomor 0479/ Pdt.G /2019/ PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai
gugat yang dilakukan oleh istri murtad? adapun yang kedua bagaimana analisis
yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim PA Sidoarjo
Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat yang
dilakukan oleh istri murtad?.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang datanya terhimpun
dengan metode documentary (kepustakaan) yang kemudian dianalisis dengan
teknik deskriptif analitik dengan pendekatan induktif yang mendeskripsikan
Putusan PA Sidoarjo dengan perkara nomor 0479/ Pdt.G/2019/ PA.Sda yang
secara khusus kemudian akan dilihat berdasarkan yuridis dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pengadilan Agama
Sidoarjo mempunyai dasar hukum untuk menerima perkara dan memutus falak
satu ba’in sughra karena mengacu pada pokok gugatan Penggugat sehingga
merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) KHI
dimana perceraiannya dikarenakan perselisihan secara terus menerus sehingga
mengakibatkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, yang mana perselisihan
tersebut dilatarbelakangi oleh Perbuatan Tergugat yang tidak menuntun istrinya
yang muallaf sehingga Penggugat kembali pada agamanya semula dan ia tidak
diberi nafkah oleh Penggugat. Secara yuridis, murtad tidak memutus perkawinan
melainkan dengan keputusan Pengadilan, sedangkan dalam Hukum Islam murtad
dapat membatalkan perkawinan saat itu juga. Persoalan murtad haruslah diteliti
kebenarannya dan dipertimbangkan dasar hukumnya karena berpengaruh pada
akibat hukum.

Sebagai saran, hendaknya Pemerintah merumuskan pembaruan hukum
yang jelas untuk pemecahan masalah status perkawinan bagi orang murtad agar
tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Majelis Hakim pun hendaknya
meneliti tentang fakta yang ada demi tercapainya kepastian dan perlindungan
hukum. Dan hendaknya masyarakat tidak menjadikan agama sebagai status
untuk melegalkan ikatan perkawinan karena ini berkaitan dengan aqidah dan
cukup berdampak bagi yang lainnya.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembanganya peradaban menekankan bahwa manusia
beberapa kali mengalami perubahan dalam berbagai jenis bidang.
Begitupun permasalahan yang ada dalam masyarakat semakin
berkembang dan kompleks. Manusia selaku makhluk Allah SWT diatur
oleh tata hukum dalam berperilaku agar tidak menciptakan kerugian
dalam bermasyarakat. Allah SWT menjadikan makhlukNya sebagai
makhluk sosial sehingga mereka senantiasa tolong menolong dan saling
membutuhkan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karenanya kebutuhan
hidup manusia dapat tercukupi baik secara dhohir maupun batin. Karena
adanya perbedaan dalam setiap individu, diperlukan sebuah peranan
seperti hukum untuk memecahkan permasalahan dan kepastian hukum
dalam tatanan kehidupan sebagai pengendali sosial.'

Sebagai negara yang menjunjung nilai keadilan serta kepastian
hukum, Indonesia telah mengeluarkan berbagai Undang-Undang guna
mengatur masyarakatnya. Salah satu problem yang sering muncul dalam
masyarakat ialah perihal kehidupan pernikahan dan hal itu terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya perundang-undangan

' Abdul manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), 23.



tersebut ditujukan untuk menyelesaikan problematika perkawinan bagi
seluruh masyarakat Indonesia baik secara hukum positif, agama, maupun
adat.

Disebutkan bahwa “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal, berdasrakan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.> Masih mempunyai makna yang hampir sama,
disebutkan juga dalam KHI Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan adalah
akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah™.’ Dari uraian pengertian
bisa dipahami kalau perkawinan ialah suatu akad yang menyatukan dua
keluarga, mampu memusnahkan batasan-batasan pergaulan dan
menghalalkan hubungan yang bukan mahramnya.4 Manusia dianugerahi
rasa cinta dan kasih sayang sehingga condong pada rasa ingin hidup
bersama dalam satu keluarga seperti halnya yang tercantum dalam Firman
Allah SWT berikut:

IR 5855 2 Jans @\Wbbj\w\wﬁyé/fq
HPTHICNIOIRE

.

I

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

* Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Hukum Figh Lengkap) Cet.27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
1994), 374.



pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir™,

Begitu mulianya ikatan pernikahan hingga dalam ajaran Islam
disebutkan bahwa nikah merupakan penyempurna agama,’ bahkan
ibadahnya orang yang telah menikah pahalanya akan dilipatgandakan
ketika aktivitas ibadah tersebut dilakukan bersama-sama. Pernikahan
dapat menjadi salah satu metode peningkatan solidaritas seraya
mempererat tali silaturrahmi. Pernikahan harus dijaga demi tercapainya
tujuan pernikahan.

Setiap keluarga pasti mengharapkan rumahtangga yang harmonis,
romantis, bahagia dan sejahtera. Namun realitanya dalam menjalani
bahtera rumah tangga pasti terdapat lika-liku permasalahan yang
menimpa hingga timbulnya keadaan yang dapat berujung pada putusnya
perkawinan. Islam tidak melarang perceraian selama dijalankan sesuai
dengan Syariat terbukti dengan adanya dalil-dalil dibolehkannya talak
atau perceraian.” Meski halal, namun perceraian tidaklah disukai oleh
Allah SWT.

Bercerai menjadi solusi terakhir saat terjadi permasalahan dalam
berumah tangga ketika segala cara telah dilakukan agar tetap bertahan
namun tetap tak terjadi perubahan. Ada berbagai faktor yang

melatarbelakangi terjadinya perceraian. Diketahui bahwa putusnya

> Al-Qur’an, 30:31.

% Yoli Hemdi dan Naura Shafwa, Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2020), 61.

" Rizem Aizid, Figh Keluarga Terlengkap (Y ogyakarta: Laksana, 2018), 187



perkawinan dapat dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan
pengadilan. Dijelaskan bahwa perceraian bisa terjadi dengan alasan bahwa
salah satu pihak baik suami atau istri melakukan perzinahan, berjudi,
mabuk-mabukan, meninggalkan pasangannya selama dua tahun secara
beruntut, dipenjara selama 5 tahun atau lebih, mempunyai cacat pada
badan sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, dan terjadinya
perselisihan secara terus menerus.®

Selain itu terdapat penyebab lain yang dapat menjadi alasan untuk
bercerai yaitu adanya unsur beralih agama atau murtad. Perceraian
dengan unsur murtad ini menimbulkan problematika dalam penyelesaian
perkaranya. Pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan tentang
peralihan agama menjadi penyebab terjadi putusnya perkawinan, hal ini
didasari latar belakang negara Indonesia yang menjamin hak kebebasan
beragama mengingat penduduk di Indonesia yang meski sebagian besar
masyarakatnya beragama Islam, namun juga tidak sedikit warga
negaranya yang beragama lain.

Meski begitu, dalam Pasal 116 huruf (h) KHI mengatakan bahwa
jika salah satu pasangan baik suami atau istri meninggalkan agamanya
(murtad) sehingga menyebabkan rumah tangga tidak rukun maka dapat
melatarbelakangi perceraian. Setiap adanya perkawinan telah diatur untuk
dicatatkan perkawinannya guna mendapatkan kepastian hukum. Dan

berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa

8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.



perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaan dari masing-masing pihak. Sehingga perkawinan mempunyai
hubungan kerohanian yang mengakibatkan tanggung jawab secara
jasmani dan rohani. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan menurut
kepercayaan masing-masing pihak juga merupakan syarat sah tidaknya
perkawinan. Secara yuridis dan hukum Islam, telah ditegaskan bahwa
orang yang berbeda agama diharamkan untuk melaksanakan perkawinan,
dan apabila itu terjadi maka perkawinannya dapat diputus.

Salah satu studi kasus tentang problem ini adalah Putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda dengan duduk perkara bahwa pihak yang
berperkara adalah Penggugat dan Tergugat. Keduanya resmi menikah
pada 16 April 2011 dan pernikahannya tercatat dalam kutipan Akta Nikah
Nomor: 188/42/IV/2011. Bahwa sebelumnya Penggugat beragama kristen
yang kemudian saat menikah ia mengikrarkan syahadat dan menyatakan
diri masuk islam untuk mengikuti suaminya. Dalam perjalanan rumah
tangganya, mereka tidak dikaruniai anak. Pada pertengahan 2017 mulai
terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya yang disebabkan oleh
beberapa hal, diantaranya terjadi perselisihan secara terus menerus yang
dilatarbelakangi oleh pihak Tergugat yang tidak mau melakukan
kewajibannya sebagai imam yang baik. Tergugat tidak mau beribadah
selayaknya orang beragama Islam meski sering diperingatkan oleh

Penggugat, dan hal ini membuat Penggugat kesal karena ia tidak dituntun



mengikuti agama Islam dengan baik. Akhirnya Penggugat kembali ke
agama Kristen dan beribadah di Gereja. Selain itu Tergugat juga tidak
memberi nafkah pada Penggugat meski gajinya cukup besar, dikarenakan
Penggugat juga bekerja. Karena faktor-faktor tersebutlah akhirnya
mereka pisah rumah dan merasa kehidupan rumah tangganya tak dapat
dirukunkan kembali.

Dalam perkara yang diajukan, akhirnya hakim mengadili perkara
tersebut dengan putusan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan secara
verstek, karena dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir pun juga
tidak menunjuk perwakilan untuk mewakilinya memberi keterangan.
Dalam memutus perkara tersebut hakim mempertimbangkan perkara
perselisihan yang terjadi secara terus menerus disebabkan suami yang
tidak bisa membimbing istrinya sehingga istri kembali kepada agamanya
yang semula yaitu kristen. Selain karena murtad, pertengkaran juga
terjadi karena suami tidak memberi nafkah kepada istri meski gajinya
besar, hingga akhirnya hakim mengadilinya dengan putusan talak ba’in
sughra.

Berdasarkan deskripsi putusan tersebut, jika ditinjau dari hukum
positif, penyelesaian perceraian sebab murtad tidak langsung memutuskan
perkawinan begitu saja melainkan harus dilakukan di hadapan Pengadilan.
Hal ini disesuaikan dengan peraturan hukum di Indonesia demi
terwujudnya asas kepastian hukum dan mempersulit perceraian. Oleh

karenanya ketika salah satu dari pasangan suami istri merasa keberatan



atas perbuatan pasangannya yang terbukti murtad, ia dapat mengajukan
perceraian ke Pengadilan dan perkara tersebut berakhir dengan putusan
talak.

Berbeda dengan perspektif hukum Islam, unsur murtad dapat
memutus perkawinan saat itu juga dan berakibat hukum fasakh, dimana
fasakh merupakan pembatalan perkawinan yang tidak memungkinkan
perkawinan dapat diteruskan. Putusan talak dengan fasakh memiliki
konsekuensi hukum yang berbeda. Jika talak memiliki akibat hukum
seperti kewajiban ‘/ddah, pemberian nafkah serta mut ’ah, hadhanah , dan
lain sebagainya, berbanding terbalik dengan fasakh. Sebagai lembaga
yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama dalam
memberi putusan diharapkan dapat mengadili perkara sebaik-baiknya
dengan berpedoman pada yuridis dan hukum Islam dengan
memperhatikan mas/ahah dan mudharat dari perkara yang dihadapi.

Demikian atas uraian diatas, Penulis ingin mengkaji lebih dalam
mengenai problematika tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam
judul skripsi “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor
0479/Pdt. G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri

Murtad’.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan berbagai

identifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut:



. Pengertian perkawinan beserta tujuannya;

Putusnya perkawinan;

Penyebab yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Perceraian karena murtad;

Putusan cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda;

Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam
penjatuhan putusan cerai gugat Nomor 0479/ Pdt.G/2019/ PA.Sda;
Analisis yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum pertimbangan
hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda

tentang penjatuhan putusan cerai gugat dalam kasus istri murtad.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka harus ada

pembatasan ruang lingkup permasalahan agar pembahasan tidak meluas.

Oleh karenanya penulis membatasi permasalahannya pada perkara

berikut:

1.

Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam
penjatuhan putusan cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda;

Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap dasar hukum
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat

yang dilakukan oleh istri murtad.



C. Rumusan Masalah
Susunan rumusan masalah berdasarkan batasan masalah diatas antara
lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan
cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad?

2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum
pertimbangan  hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat

yang dilakukan oleh istri murtad?

D. Kajian Pustaka
Terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya hampir serupa
dengan penelitian ini. Berikut yang dimaksud antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mashuda NIM 30301509398 Universitas
Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2019 yang berjudul “Cerai
Gugat Dengan Alasan Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Kudus)”. Didalamnya mengkaji mengenai prosedur berperkara dan
dasar pertimbangan hakim pada perkara cerai gugat Nomor 1038/
Pdt.G/2017/ PA.Kds. Dalam perkara tersebut prosedurnya telah sesuai
dengan hukum acara dan hakim mempertimbangkan adanya alasan
murtad sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus

fasakh dan berakibat hukum tidak adanya nafkah mut’ah, nafkah
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‘iddah, natkah lampau, dan tidak boleh dirujuk. Untuk pemeliharaan
anak hakim membebankan atau mewajibkan suatu hal kepada
Penggugat dan Tergugat.

Persamaan dengan yang akan dikaji oleh Penulis ialah
pembahasannya sama-sama perkara cerai gugat dengan adanya unsur
murtad. Sedangkan Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji
terutama putusannya, dalam skripsi tersebut mengkaji tentang proses
berperkara dan dasar pertimbangan hakim yang berujung pada putusan
fasakh, sedangkan yang penulis kaji adalah pertimbangan hakim yang
memutus talak satu bain sughra kemudian Penulis menganalisisnya
secara yuridis dan hukum islam.’

2. Skripsi yang ditulis oleh Roikhatul Jannah NIM 11521201435 UIN
Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi
Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan
Agama Pekan Baru)”. Didalamnya membahas dasar hukum
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan cerai talak, yakni dengan
pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI yaitu
perselisihanyang tidak memungkinkan untuk rukun lagi dalam
membina rumah tangga maka majelis hakim menjatuhkan talak satu
raj’i sehingga mereka bisa rujuk dengan syarat belum habis masa

iddah dan telah kembali ke agama Islam.

? Mashuda, “Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)”
(Skripsi—Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019).
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Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis kaji ialah sama-
sama membahas perceraian dengan adanya unsur murtad. Adapun
perbedaannya terletak pada aspek yang ditinjau, jika dalam skripsi
tersebut mengenai cerai talak dimana hakim memutus talak satu raj’7
dan dikaitkan dengan hukum Islam sedangkan yang penulis kaji
tentang cerai gugat dimana hakim memutus talak satu ba’in sughra
dan dikaitkan dengan analisis yuridis dan hukum islam."

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Tri Wahyuni NIM 115010109111011
Universitas Brawijaya malang pada Tahun 2013 dengan judul
“Analisis  Yuridis Gugatan Cerai pada Putusan Nomor
1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Alasan Suami Seorang “Waria~
Sehingga menyebabkan cekcok terus menerus’. Didalamnya
membahas tentang tinjauan yuridis pada cerai gugat yang diajukan
oleh istri karena suaminya waria sehingga sering terjadi cekcok.
Dalam UU Perkawinan dan KHI telah menyebutkan alasan perceraian
yang diperbolehkan dengan jelas, namun perkara tentang waria tidak
ada perumusan yang jelas. Sehingga dalam perkara ini hakim
menggunakan dasar pertimbangan bahwasannya akibat Tergugat
sering berdandan dan bersikap seperti seorang wanita hingga memicu
perselisihan terus menerus. Adapun dalam menjatuhkan putusan cerai

hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharan

' Roikhatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad
(Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekan Baru)”
(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).
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bagi dua belah pihak, jika putusannya cerai maka maslahatnya lebih
banyak dan jika putusannya tidak dicerai maka akan timbul banyak
kemudharatan.

Persamaan artikel ilmiah tersebut dengan skripsi yang ditulis
Penulis ialah sama-sama membahas cerai gugat dengan pertimbangan
hakim perselisihan secara terus-menerus. Adapun perbedaannya jika
artikel tersebut dilatarbelakangi oleh sikap suami yang berkelakukan
seperti wanita kemudian di analisis secara yuridis, sedangkan yang
penulis kaji adalah putusan cerai gugat dengan unsur murtad yang
kemudian di analisis secara yuridis dan hukum islam.""

4. Skripsi yang ditulis oleh Eva Haryati NIM 132111102 UIN
Walisongo Semarang pada tahun 2017 yang berjudul “Cerai Gugat
Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqgashid Al-Syariah
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal
No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini membahas dikabulkannya
gugatan cerai seorang istri kepada suaminya yang menderita sakit
saraf terbukti ia jalan-jalan telanjang, suka menyanyi-nyanyi, sering
menyakiti istrinya tanpa alasan yang jelas, saksi-saksi dari pihak
Penggugat pun membenarkan keterangan tersebut, sedangkan pihak
Tergugat tidak memberikan keterangan. Putusan talak bain sughra

dijatuhkan dengan dasar pertimbangan hakim baik secara formil

" Tri Wahyuni, “Analisis Yuridis Gugatan Cerai Pada Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg
Tentang Alasan Suami Seorang “Waria” Sehingga menyebabkan cekcok terus menerus” (Artikel
ilmiah--Universitas Brawijaya, Malang, 2013).
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maupun materil serta menekankan aspek menghindari kemudharatan.
Dalam konsep perspektif magashid al-syariah, putusan tersebut telah
sesuai dengan kelima unsur khususnya penjagaan jiwa, karena jiwa
merupakan hal yang penting sebab eksistensi segala hal bertumpu
pada jiwa sehingga harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.
Dalam kasus tersebut Tergugat sering menyakiti Penggugat sehingga
eksistensi jiwanya terancam maka putusan gugatan cerai dikabulkan.
Persamaannya dengan skripsi penulis adalah tentang perkara cerai
gugat yang diputus talak bain sughra. Adapun perbedaannya jika
skripsi tersebut merupakan perkara cerai gugat sebab suami mengidap
sakit saraf dan putusannya dianalisis menurut maqashid al-syariah
sedangkan yang penulis teliti adalah cerai gugat dengan unsur murtad

5 gob N . 12
dan dianalisis secara yuridis dan hukum islam.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa
penelitian yang akan dikaji oleh penulis berbeda dengan penelitian-
penelitian terdahulu, baik dari aspek yang ditinjau, pertimbangan

hukumnya, ataupun kronologi yang melatarbelakanginya.

"2 Eva Haryati, “Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqgashid Al-Syariah
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)” (Skripsi--Universitas
Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).
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E. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan
putusan cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad

Untuk mengetahui analisis yuridis dan hukum Islam terhadap dasar
hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat

yang dilakukan oleh istri murtad

F. Kegunaan Penelitian

1.

Secara Teoritis

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan
dan manfaat secara keilmuan sebagai sumbangan pikiran untuk
pengembangan ilmu serta wawasan pengetahuan umumnya dalam
bidang ilmu hukum, khususnya tentang pengetahuan hukum
perkawinan.
Secara Praktis

Diharapkan pula dengan adanya hasil penelitian ini dapat
dijadikan kontribusi pedoman solusi pemecahan atau masukan
pertimbangan bagi praktisi dan akademisi. Tak lupa penelitian ini
diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui
tentang murtad sebagai alasan terjadinya perceraian. Dan tentunya

bermanfaat sebagai data sekunder bagi penelitian selanjutnya.
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G. Definisi Operasional
Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis dan
Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda Tentang Penjatuhan
Putusan Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri Murtad’, ditemukan
beberapa istilah yang memerlukan penjelasan agar terhindar dari
kerancuan dan memudahkan pembaca dalam memahami maksud
operasional dari judul ini.
1. Analisis Yuridis
Yakni mempelajari suatu gambaran pendapat atau pandangan
secara cermat dan memeriksanya dari segi peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Jadi dari Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tersebut akan dianalisis berdasarkan
peraturan yang ada di Indonesia baik dari segi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Analisis Hukum Islam
Yakni mempelajari suatu gambaran pendapat atau pandangan
secara cermat dan memeriksanya dari segi hukum Islam, apakah
putusan tersebut telah sesuai dengan figih atau pendapat fugaha’.
3. Cerai Gugat
Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan suami istri karena

suatu keadaan. Cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan
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atas inisiatif istri ke Pengadilan yang berwenang. Gugatan perceraian
tersebut diterima karena kedua belah pihak tidak dapat didamaikan
dan tidak mau lagi kembali menjalani bahtera rumah tangga. Dalam
putusan ini Hakim mengadili tentang perkara cerai gugat dimana
Penggugat mengajukan cerai sebab perselisihan dan Tergugat tidak
mampu menjadi imam yang baik hingga mengakibatkan Penggugat
kembali ke agamanya semula (murtad) sehingga rumah tangganya
tidak dapat dirukunkan kembali juga persoalan nafkah.
Murtad

Mourtad merupakan perbuatan penolakan terhadap keyakinannya,
ditinggalkannya suatu kepercayaan atau agama untuk berpindah ke
agama lain.” Dalam pembahasan ini murtad ditujukan bagi orang
yang keluar dari agama islam. Murtad tersebut bisa karena perbuatan,
ucapan, atau ketetapan hatinya. Di Putusan tersebut Penggugat (Istri)
mengaku bahwa ia kembali ke agamanya yang semula karena
Tergugat (suami) tidak menuntunnya dengan baik sebagaimana yang
telah dijelaskan dalam duduk perkara bahwa selama menjadi istri dari
Tergugat, Penggugat menjalankan ibadah di Gereja.

Maka dari itu maksud dari penelitian ini ialah menganalisis secara
yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum yang dipakai hakim
pada perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad pada

Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/ PA.Sda.

"> Ayang Utriza Yakin, Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M (Jakarta: Kencana,

2016), 184.
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H. Metode Penelitian

Untuk membuat sebuah karya ilmiah, maka diperlukan juga metode

penelitian agar mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan dan

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penyusunannya, penulis mengumpulkan data yang digali

guna mendukung pelaksanaan penelitian. Data tersebut antara lain

sebagai berikut:

a.

d.

Salinan Putusan PA Sidoarjo nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda,
pertimbangan Majelis Hakim dalam merumuskan dasar hukum
Putusan Nomor nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda;

Landasan teori tentang putusnya perkawinan dan murtad, meliputi
pengertian putusnya perkawinan, bentuk-bentuk putusnya
perkawinan, akibat putusnya perkawinan, alasan yang menjadi
latar belakang perceraian, dan status perkawinan dimana salah
satu pihaknya murtad;

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1975, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan
Kompilasi Hukum Islam;

Buku dan kitab figih atau pendapat fugaha

2. Sumber Data
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Yaitu suatu subjek diperolehnya data yang merupakan bahan baku

informasi tentang objek penelitian agar dapat diperoleh data yang

konkrit.'*

Data Primer

Sumber data primer yaitu perolehan pengumpulan data
oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau lapangan.'
Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa
salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara cerai

gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda.

. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap dan penjelas dari
sumber data primer, bahwa peneliti memperoleh data dari
beberapa sumber yang sudah ada.'® Adapun sumber data sekunder
yang digunakan berupa kepustakaan seperti buku-buku, kitab-
kitab, dokumen-dokumen baik tentang perceraian, murtad,
ataupun hukum perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan
skripsi agar dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini.
Tak lupa digunakannya juga peraturan perundang-undangan dan
kitab hukum Islam sebagai penjelas sekaligus rujukan analisis
seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975,

Kompilasi Hukum Islam, Figih empat madzhab, dan lain-lain.

'* Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67

"5 Ibid., 68
' Tbid.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan ialah Documentary (kepustakaan), yaitu
suatu metode dikumpulkannya data kualitatif dengan melihat atau
menganalisis catatatan dokumen yang diteliti atau dokumen lain yang
berkaitan baik berupa arsip, berkas, atau literatur. Dalam hal ini data
yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda yang didukung juga dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga
dengan mencari referensi dari buku dan kitab yang relevan dengan
pembahasan perkawinan seperti Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia oleh Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Indonesia oleh
Moch.Isnaeni, Fikih Empat Madzhab oleh Abdurrahman Al-Zujairi,
dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Sesudah  mengumpulkan data yang dibutuhkan, perlu
dilakukannya pengolahan data sebelum dilakukannya analisa. Di
bawah ini merupakan teknik yang digunakan antara lain:
a. Penyuntingan Data (Editing)

Proses editing merupakan suatu aktivitas memeriksa atau
meneliti lagi terkumpulnya data dengan memilah dan
menyeleksinya data yang ada dari berbagai sisi baik tentang

kesesuaian dan hubungannya dengan persoalan penelitian. Maka
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dari itu penulis perlu memeriksa kembali data-data yang telah
didapatkan kemudian memilahnya secara teratur agar dapat
diperoleh data yang jelas, diselaraskan dengan data mana yang
relevan dengan permasalahan perkara cerai gugat dengan unsur
murtad.

b. Pengorganisasian Data (Organizing)

Proses Organizing ialah pengaturan dan penyusunan data
sehingga dapat dihasilkannya bahan dan data yang sesuai dengan
perumusan. Setelah terkumpulnya data dan dipilah, penulis akan
menyusun data yang diperoleh dan mengelompokkannya
berdasarkan kategori pembahasan mengenai perkara cerai gugat
dengan alasan murtad.

5. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu proses analisa pengolahan dari data-data yang telah
diperoleh dalam penelitian untuk pembuatan kesimpulan agar lebih
mudah dimengerti. Berdasarkan data yang didapat maka teknik
analisis yang digunakan adalah Deskriptif analitik dengan pola pikir
induktif, yaitu menggambarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda yang secara khusus kemudian akan
dilihat berdasarkan yuridis seperti Undang-Undang No. 1 Th 1974
Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan

Kompilasi Hukum Islam, juga dianalisiskan dengan hukum Islam
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meliputi figih atau pendapat fugaha’ yang kemudian diambil

kesimpulan.

Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat dicerna dengan mudah, perlu adanya
sistematika pembahasan demi kepenulisan yang sistematis dan teratur.
Maka penulis menguraikan sistematikanya antara lain sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memberikan tentang
gambaran latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian (mencakup isian data
yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan data, serta teknik analisis data), serta sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori umum terkait putusnya
perkawinan dengan adanya unsur murtad dari segi yuridis dan hukum
islam, meliputi pengertian putusnya perkawinan, macam atau bentuk
putusnya perkawinan, penyebab yang dapat dijadikan alasan perceraian,
perceraian dengan unsur murtad serta akibatnya berdasarkan yuridis dan
hukum islam.

Bab ketiga berisi data-data putusan perkara cerai gugat dengan

kasus istri murtad Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda  meliputi
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pendeskripsian perkara disertai pertimbangan dasar hukum hakim
Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat berisi analisis yuridis dan hukum islam terhadap
objek penelitian yang tidak lain adalah dasar pertimbangan Majelis hakim
dalam memutus perkara cerai gugat dengan kasus istri murtad pada
perkara Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda.

Bab kelima berisi penutup yang merupakan pembahasan paling
akhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan selaku jawaban dari

rumusan masalah serta saran guna perbaikan dalam penulisan.



BABII
PUTUSNYA PERKAWINAN DAN MURTAD MENURUT YURIDIS DAN

HUKUM ISLAM

A. Pengertian Putusnya Perkawinan

Sebutan “putusnya perkawinan” merujuk pada istilah hukum
untuk mendefinisikan berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang pria
dan wanita sebagai suami istri disebabkan oleh suatu hal, atau lazim biasa
disebut dengan perceraian. Hakikat dari perkawinan sendiri sangat
diagungkan karena masanya yang berakhir jika salah satu pasangan suami
atau istri tersebut meregang nyawa. Namun perkawinan tidak selalu
berjalan mulus, sehingga terdapat keadaan yang memperbolehkan adanya
putusnya perkawinan.

Dalam segi yuridis, putusnya perkawinan telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam
Pasal 38 hingga Pasal 44;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP
dalam Pasal 14 hingga Pasal 36, serta pada Pasal 199 KUHPerdata;

3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam

Pasal 113 hingga Pasal 128.'

' Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 76.

23
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B. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan
Disebutkan dalam Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal

113 KHI bahwa putusnya perkawinan terjadi dikarenakan tiga hal, antara
lain kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan.

Jika pasangan meninggal dunia, maka secara otomatis ikatan
perkawinan diantara keduanya terputus seketika itu juga. Sehingga dalam
administrasi hukum statusnya akan berubah menjadi Duda atau Janda
cerai mati. Untuk putusnya perkawinan sebab kematian, ketika seorang
suami meninggal dunia maka bagi istrinya wajib berkabung dalam masa
‘iddahnya sebagai bentuk bela sungkawa atas kepergian suaminya dan
agar tidak memicu fitnah. Adapun ketika istri yang meninggal, maka bagi
pihak suami hendaknya juga melaksanakan masa berkabung berdasarkan
kepatutan.

Putusnya perkawinan bisa terjadi karena perceraian, yaitu
penghapusan ikatan pernikahanan dengan adanya putusan ketetapan
hakim atau tuntutan dari salah satu pihak suami atau istri. Mengingat
bahwa Indonesia juga menganut asas mempersulit perceraian, maka untuk
cerai hidup hal itu hanya bisa dilaksanakan melalui sidang di muka
Pengadilan seusai pihak-pihak yang berperkara (pasutri) telah berupaya
damai akan tetapi tak kunjung berhasil sehingga dapat merusak esensi
ketentraman berumah tangga. Perkawinan yang putus karena perceraian

disini dapat terjadi sebab talak ataupun gugatan perceraian.
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Dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasannya
akibat dari perceraian antara lain:

a. Bapak atau ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi
keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam
kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi
biaya penghidupan sa/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri.

Lebih tegas lagi diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156,

bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan
ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka
kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. Ayah;

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis amping dari ayah;

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaa nafkah dan
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. Bilaman terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),
dan (d);

? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 41.
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f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya.’

Selain itu, ikatan perkawinan juga dapat putus karena keputusan
Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap®, dimana hal itu terjadi
karena terdapat suatu keadaan sehingga membuat Pengadilan
mengeluarkan keputusan tersebut seperti perihal pembatalan perkawinan

karena persyaratan saat akad nikah tidak terpenuhi.

Adapun bentuk-bentuk dari putusnya perkawinan antara lain sebagai

berikut:

1. Talak
Secara lughoh talak diambil dari lafadz “ithlag’ yang mempunyai
arti meninggalkan, membebaskan, dan melepaskan. Adapun secara
istilah syara’ terdapat beberapa rumusan, antara lain:
Menurut Aljaziry
5. iads Laily s Gl 51 &0 AD3) 5DUa

“Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan atau pengurangan
pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata yang khusus™.

Menurut Sayyid Sabiq
a3 30 A8 41635 £330 Ala 5 Oa
“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Menurut Abu Zakaria AL-Anshari

3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

* Salim HS, Pengantar Hukum...,77.

> Abdurrahman Al-Jaziry, Al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah Juz 4 (Mesir: Dar al-Irsyad), 249.
% Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 206.
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“Melepaskan tali akad nikah dengan menggunakan lafadz talak dan
semacamnya’ .

Beberapa definisi diatas memiliki rumusan pengertian yang
berbeda-beda namun memiliki esensi yang sama, maka dapat
disimpulkan bahwa talak ialah hilangnya ikatan perkawinan
sehingga istrinya tak lagi halal bagi suaminya, juga berarti

8 Hukum talak sendiri ialah

pengurangan hak talak suami.
diperbolehkan dengan syarat bahwa talak itu menjadi solusi terakhir
ketika terjadi prahara dalam rumah tangga.
Adapun pembagian talak ada beberapa kategori, antara lain
sebagai berikut:
a. Berdasarkan waktu penjatuhan talak
1) Talak sunni
Yakni penjatuhan talak sesuai dengan ketentuan
sunnah. Adapun syarat dari talak sunn/ antara lain:
a) Talak dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah
digauli.
b) Istri ditalak dalam keadaan suci dari haid.

c) Istri dapat melaksanakan ‘ddah dengan segera setelah

penjatuhan talak.

7 Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, Fath al-Wahab (Singapura: Sulaiman Mar’iy), 72.
¥ Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 144.
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d) Suami belum menggauli istrinya saat masa suci dimana
talak tersebut dijatuhkan.

Talak bid’iy
Yakni penjatuhan talak yang bertentangan dengan

ketentuan sunnah. Adapun yang termasuk talak bid’jy

antara lain:

a) Penjatuhan talak terhadap istri yang dalam keadaan
haid.

b) Penjatuhan talak kepada istri dalam masa suci tapi

pernah digauli di masa suci tersebut.’

b. Berdasarkan pengucapan ikrar talak

Talak sharih

Yakni penjatuhan talak dengan lafadz atau kata
yang jelas, tegas, serta mudah dipahami. Menurut Imam
Syafi’i, lafadz yang termasuk talak sharih ialah kata ta/ak,
firaq, dan sarah. Jika suami mentalak istrinya dengan talak
sharih maka jatuhlah talak itu seketika selagi pengucapan
talaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan
kemauannya sendiri.
Contoh : “engkau aku talak sekarang juga’.

Talak kinayah

? 1bid., 145
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Yakni penjatuhan talak dengan mengucapkan kata
sindiran, seperti ucapan “jangan kau dekati aku lagi’,
pulanglah ke rumah orang tuamu”, “keluarlah dari rumah
ini”, dan semacamnya. Pengucapan tersebut dapat
bermakna cerai bisa pula bermakna lain.

Kedudukan talak kinayah disesuaikan dengan niat
suami. maksudnya, jika suami mengatakan itu dengan
maksud mentalak istrinya maka jatuhlah talak. Begitupun
sebaliknya, apabila suami mengucapkannya dengan

maksud lain bukan talak, maka talak tidak jatuh.'’

Berdasarkan kemungkinan bolehnya suami kembali pada istri

1) Talak raj’7

Yakni talak dimana suami mempunyai hak rujuk
pada istrinya tanpa dilalui akad nikah baru, selagi istri
berada dalam masa ‘ddah. Yang termasuk talak raj’7 disini
ialah talak satu atau dua tanpa adanya tebusan dari istri
(khulu’). Menurut sebagian ulama kedudukan perempuan
talak raj’7 disini sama dengan keadaan saat ia menikah,
yang membedakan ialah tidak boleh adanya hubungan
suami istri diantara keduanya. Sehingga talak ini sering
dianggap sebagai istilah “pisah ranjang”. Maka dari itu,

jika suami ingin kembali pada istrinya maka cukup dengan

" Ibid., 147.
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mengucapakan rujuk saat istrinya masih dalam masa

‘iddah. Apabila masa ‘iddah berakhir, maka berakhir pula

kesempatan untuk kembali rujuk dan statusnya berubah

menjadi talak ba’in."'

Talak ba’in

Yakni talak dimana suami tidak berhak kembali rujuk

pada istrinya. Talak ba’in dibagi menjadi dua macam

kategori, antara lain:

a)

b)

Talak ba’in sughro

Yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan
suami pada istri namun suami dapat bersama kembali
melalui akad nikah baru tanpa adanya muhallil. Adapun
yang termasuk dalam kategori talak ba’in sughro
sebagai berikut:
(1) Talak yang dijatuhkan gabla al-dukhul
(2) Talak dengan tebusan (Khulu’)
(3) Talak dengan putusan Pengadilan'?
Talak ba’in kubro

Yaitu talak yang menghapus kehalalan suami untuk
kembali kepada istrinya kecuali apabila sang istri telah
menikah lagi dengan lelaki lain dan bersenggama

dengannya (Muhallil). Talak ini terjadi pada suami

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 221.

2 Ibid., 230.
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yang telah mentalak istrinya untuk yang ketiga kalinya.
Mengenai talak tiga ini para ulama sepakat bahwa
talaknya antar satu dengan yang lain terpisah, tidak
diucapkan sekaligus. Terkait talak tiga yang diucapkan
sekaligus terdapat beberapa pendapat.

Yang pertama, talaknya tidak jatuh dan
dikategorikan pada talak bid’jy. Pendapat kedua,
talaknya dianggap talak satu. Pendapat ini dipegang
oleh Ulama Syiah Imamiyah, Zhahiriyah, dan al-
Hadawiyah. Adapun pendapat ketiga ialah talaknya
dianggap sebagai talak tiga sekaligus. Pendapat inilah

yang dipegang oleh jumhur ulama’."

d. Berdasarkan cara penyampaiannya

1)

2)

3)

Dengan ucapan, yakni talak yang diucapkan oleh suami
kepada istrinya secara langsung.

Dengan tulisan, yakni suami menyampaikan talaknya
dengan tertulis lalu istri membacanya dan paham makna
tulisan tersebut.

Dengan isyarat, yakni suami menyampaikan maksud
talaknya dengan cara isyarat bagi suami yang tuna wicara,
selagi isyarat itu jelas bahwa maksudnya adalah talak.

Namun sebagian fuqaha menambahkan syarat bahwa talak

B Ibid., 223-224.



32

ini dilakukan oleh tuna wicara yang juga buta huruf. karena
jika ia dapat menulis, maka hanya dengan isyarat tidaklah
cukup baginya untuk mentalak istrinya. Dan tulisan lebih
bisa merujuk maksud talak daripada isyarat.

4) Dengan wakil/utusan, yakni penyampaian talak dari suami

kepada istri melalui orang lain sebagai perantara.'*

Dalam perundang-undangan Indonesia, prosedural permohonan
cerai talak disebut dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada
Pasal 129 hingga 198. Tata caranya ialah Pemohon(suami)
mengajukan permohonan secara lisan atau tulisan ke Pengadilan
yang wilayah hukumnya mencakup domisili Termohon (istri)
dengan disertai alasan yang cukup agar dapat diadakan sidang.
Setelah Pengadilan yang bersangkutan mempelajari perkaranya,
dipanggillah pihak-pihak yang berperkara (Pemohon dan Termohon)
untuk dimintai keterangan. Setelah diadakannya Mediasi namun tak
kunjung berhasil, maka setelah sidang Pengadilan akan menjatuhkan
putusan berupa dikabulkannya permohonan izin bagi Pemohon
(suami) untuk mengikrarkan talak. Sesudah putusannya memiliki
kekuatan hukum tetap, barulah suami mengikrarkan talaknya

kepada istrinya di hadapan sidang Pengadilan.

'* Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat..., 149.
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Apabila suami tak kunjung mengikrarkan talaknya dam hitungan
tempo enam bulan sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan tentang
diizinkannya pengucapan ikrar talak berkekuatan hukum tetap maka
hak ikrar tersebut gugur dan hubungan perkawinan mereka tetap
dinyatakan berlanjut. Seusai sidang pengikraran talak maka
Pengadilan Agama membuat berkas penetapan talak sebanyak
empat rangkap sebagai bukti adanya perceraian dimana berkas
tersebut dikirimkan ke PPN yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal suami (Pegawai Pencatat Nikah) agar dilaksanakan
pencatatan, dan rangkap lainnya diberikan pada pihak yang
bersangkutan (suami dan istri) serta sehelai berkas untuk Pengadilan

Agama sebagai arsip."”

Selain itu, disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
149 bahwa apabila ikatan perkawinan putus sebab talak, maka
suami berkewajiban dalam beberapa hal, seperti pemberian mut’ah
yang layak pada istrinya baik berupa barang ataupun uang,
pemberian nafkah, maskan (tempat tinggal), serta kiswah
(perlengkapan hidup) kepada istri selama ia dalam masa ‘ddah,

membayar mahar yang belum terlunasi, serta pemberian biaya

15 Salim HS, Pengantar Hukum..., 78-80.
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hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum genap

berusia 21 tahun.'®

Khulu’

Khulu’ berasal dari lafadz bahasa Arab ai yang bermakna
membuka atau menanggalkan pakaian. Penisbatan kata kAul/u’dengan
perkawinan sendiri karena di dalam Al-Qur’an tepatnya pada surat Al-
Baqgarah ayat 187 mengatakan bahwa suami merupakan pakaian bagi
istrinya begitupun sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (i), definisi dari
Khulu’ialah perceraian berdasarkan permintaan istri dengan memberi
iwadh kepada dan atas perjanjian suaminya.'’ Di Indonesia khulu’
biasa merujuk pada istilah cerai gugat.

Para ulama figih menggunakan beberapa kata untuk penyebutan
khulu’ seperti kata fidyah, mubara’ah, shulh. Dimana penggunaan
istilah tersebut disesuaikan dengan besar jumlah ganti ruginya. Khulu’
berarti apabila ganti rugi yang dikeluarkan untuk putusnya
perkawinan sebesar seluruh mahar sewaktu nikah. Kalau besaran

ganti ruginya setengah dari mahar maka disebut shulh. Apabila ganti

ruginya lebih besar dari mahar maka penyebutannya fidyah. Dan

!¢ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press,

2016), 111.

17 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (i).
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adapun jika istri terbebas dari biaya ganti rugi atau tebusan maka
disebut mubara’ah.'®

Sebagaimana suami memberi hak talak pada suami, maka istri
dapat menghendaki bercerai dengan suaminya dengan cara khulu’.
Dasar hukum pensyari’atan talak terdapat pada firman Allah berikut
ini:

567 & 5,00 g Yo 3T Y) s saat Gl o K084 Y,

6 0 o0 e B G egle £ S5 A1 5,00 g YT s

ER TR

& 28 & 2 &
:)},U/w\ (':.i é,LijU 5’5)\ SJ.L; Ax5 &ch\.ﬁju\.‘(x;

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka Itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Bagarah(2) : 229)."

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan bentuk
perceraian sebab khu/u’. Pendapat pertama ialah bahwasannya
perceraian dengan jalan khulu’ialah fasakh. Pendapat ini diikuti oleh
Abu Bakar, Ibnu Abbas,Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam
Syafi’i, dan Imam Ahmad. Hal ini didasarkan pada dalil bahwa ayat

tentang khu/u’ datang bersamaan dengan ayat penjatuhan talak dua

kali yang lalu diikuti dengan ayat perceraian. Sehingga jika

' Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), 50.
' Al-Qur’an, 2: 229.
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dipahami sama dengan talak, maka talak hitungannya jadi empat
kali.

Kemudian pendapat kedua bahwa khulu’ berakibat talak. Pendapat
ini dipegang oleh Said bin Musayyab, malik, al-Awza’iy, Hanafiyah,
dan ulama-ulama lainnya . Pendapat ini berdalil bahwa meskipun
khulu’ adalah permintaan istri dengan penebusan (“7wadh) tetapi
talaknya itu diucapkan oleh suami.”

Pelaksanaan khu/u’ sendiri harus didasari oleh alasan yang sesuai
dengan perceraian sebagaimana yang tertera dalam peraturan
perundang-undangan. Prosedural kAu/u’ atau cerai gugat yakni
pengajuan dilakukan oleh istri atau kuasa hukumnya selaku pihak
Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya
meliputi domisili kediaman istri. Jika suami (Tergugat) tinggal di
luar negeri, maka pemberitahuan gugatannya dilakukan melalui
perantara Perwakilan Republik Indonesia. Selama proses perceraian
berlangsung, Pengadilan Agama dapat memberi izin suami istri
tersebut agar tidak tinggal dalam satu atap dengan pertimbangan
mudharat yang akan ditimbulkan. Dan atas permohonan pihak yang
bersangkutan, maka Pengadilan Agama juga dapat menentukan
kewajiban nafkah yang harus ditanggung suami serta penentuan

barang-barang atau harta bersama. Gugatan itu gugur apabila salah

% Ibnu Qudamah, a/-Mughniy (Cairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1969), 328.
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satu pihak itu meninggal dunia sebelum adanya Putusan Pengadilan
Agamal.21
3. Fasakh

Secara bahasa fasakh terbentuk dari lafadz #é byang bermakna

membatalkan atau rusak. Adapun secara istilah bisa dipahami dengan

pembatalan perkawinan.

Secara garis besar fasakh dapat dibedakan dalam dua kategori sebab:

a. Apabila perkawinan telah berlangsung kemudian diketahui fakta
bahwa syarat atau rukunnya tidak terpenuhi ataupun terdapat
halangan yang membuat perkawinan itu tidak dibenarkan.
Misalnya akad perkawinan dilaksanakan tanpa adanya saksi,
atau salah satu pihak telah murtad. Maka yang seperti ini harus
dibatalkan oleh hakim karena telah menyalahi hukum.

b. Apabila suami atau istri terdapat sesuatu dimana dengannya
perkawinan tak mungkin diteruskan. Karena jika diteruskan
maka akan menimbulkan mudharat bagi mereka. Fasakh jenis ini
disebut khiyar fasakh. Dalam beberapa literatur kitab figh, faktor
penyebab yang termasuk khiyar fasakh antara lain :

1) Syigaq, yaitu perselisihan secara terus menerus. yang tidak
dapat didamaikan

2) Adanya cacat baik jasmani atau rohani.

2! Salim HS, Pengantar Hukum..., 80-81.
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Imam Malik dan al-Syafi’i mengemukakan pendapatnya
bahwa khiyar disini hanya berlaku pada empat hal: gila,
kusta, sopak, cacat kelamin yang dapat menghalangi

hubungan kelamin. Sedangkan ulama Hanafiyah hanya

membatasinya pada cacat pada alat kelamin.*

3) Ketidakmampuan memberi nafkah.

4) Suami mafqud, yaitu menghilang atau meninggalkan tempat
tinggalnya dalam waktu yang lama sehingga tidak diketahui
keberadaannya.

5) Ta’liq talak, dimana salah satu pihak melanggar perjanjian.”

Dari segi yuridis, pembatalan perkawinan telah diatur dalam
Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Adapun dalam KHI disebutkan

dalam Pasal 70 hingga 76.

Pasal 70
“ Perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak
melakukan akd nikah karena sudah mempunyai empat orang
istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah
talak raj’i;

Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya;

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga
kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah
menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da
dukhul dan dengan pria tersebut telah habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai
hubungan darah, semenda, dan sepersusuan sampai derajat

** Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid..., 38.
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 245-252.
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tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah
atau keatas

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara
orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu
dan ibu atau ayabh tiri.

4) Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau

kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.”*

Pasal 71

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a.

b.

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama;

Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih
menjadi isteri pria lain yang mafqud;

Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan
suami lain;

Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974;

Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh
wali yang tidak berhak;

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Akibat hukum dari fasakh ialah suami tidak boleh merujuk

istrinya. Jika ingin kembali bersama maka ia wajib melaksanakan

akad nikah yang baru. Selain itu, fasakh tidak mengurangi

bilangan talak, berarti ia tetap memiliki hak talaknya maksimal

tiga kali.’® Dan pembatalan perkawinan ini tidak memutus

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.
» Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.
* Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama

Media, 2017), 123.
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hubungan hukum orang tua dengan anak hasil perkawinan

tersebut.

4. Zhihar

Zhihar berasal dari lafadz 3% yang berarti punggung. Dalam
istilah hukum islam, zhihar didefinisikan sebagai ucapan kasar yang
diucapkan suami dengan menyamakan istrinya pada ibunya dengan
maksud pengharaman istri bagi suami. Di masa jahiliyah, perkataan
ini digunakan dengan tujuan mengharamkan persetubuhan sehingga
istri tak lagi halal baginya. Kemudian syariat islam datang dan
merevisinya sehingga akibat hukum dari zhihar bersifat duniawi
dimana suami haram menggauli istrinya hingga ia melaksanakan
kafarah. Juga berakibat ukhrawi dimana zhihar merupakan perbuatan
dosa maka ia wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah.”’

Dasar hukum zhihar terdapat pada firman Allah berikut ini:
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Artinya: “Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu,
(menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri
mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita

yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-
sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan

*7 zakiah Daradjat, [lmu Figh, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 196.
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Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun(2). Orang-
orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak
menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya)
memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu
bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(3) Barangsiapa yang
tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua
bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang
tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang
miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada

siksaan yang sangat pedih.(4)”.%

Jika suami menzhrhar istrinya maka terdapat beberapa ketentuan:

a. Jika suami menyesalinya dan mengharapkan istrinya kembali
maka ia harus mencabut zhiharnya dengan membayar kafarah
berupa memerdekakan budak. Jika suami tidak mampu maka ia
dapat menggantinya dengan puasa dua bulan secara beruntut (60
hari). Jika tidak mampu maka dapat dengan memberi makan
enam puluh fakir miskin.

b. Jika menurutnya perkawinan dengan istri mendatangkan
mudharat dan lebih baik bercerai dalam pertimbangannya, maka
hendaknya suami menjatuhkan talak pada istrinya. Kedudukan
talak disini sama dengan talak ba’in sughra sehingga jika ia
berkehendak kembali dengan istrinya maka jalan keluarnya
dengan akad nikah baru.

c. Jika dalam waktu lama suami tak mencabut zhiharnya juga tak
mentalak istrinya berarti suami sengaja menelantarkan suaminya

dan ini menyiksa istri lebih lama lagi. Sehingga setelah melewati

** Al-Qur’an, 58 : 2-4.
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masa 4 bulan (120 hari) sejak pengucapan zhihar, maka hakim
dapat menetapkan perceraian dan jatuh talak ba’in.”’
5. lla’

Ila’ merupakan bentuk masdar dari ¢ — b -l yang bermakna
sumpah. Adapun menurut istilah, berarti pengucapan sumpah dengan
menyebut nama Allah oleh suami untuk tak lagi mendekati istrinya
secara mutlak maupun dibatasi waktu, seperti pengucapan “Demi
Allah, aku tidak akan menggauli istriku”. Dasar hukumnya terdapat
pada firman Allah berikut ini:
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Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi
tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali
(kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang (226). Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati

untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha

mengetahui(227)”.%

Syariat membatasi 7/a’ selama empat bulan lamanya. Jika suami
menyesal dan berkehendak kembali pada istrinya maka ia wajib
membayar kafarah sumpah berupa jamuan makanan sepuluh fakir
miskin, atau dengan memberi pakaian 10 fakir miskin, atau juga
dengan memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka dapat

membayarnya berpuasa 3 hari berturut-turut. Jika selama empat

* Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat..., 172.
% Al-Qur’an, 2 : 226-227.
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bulan itu hubungan tak membaik maka suami dapat dijatuhkan
talak.”!
6. Li’an
Li’an berasal dari bahasa arab yang berarti laknat, jauh, atau
kutukan. Adapun menurut hukum islam, li’an bermakna pengucapan
sumpah suami menuduh istrinya berzina dengan empat kesaksian
bahwa tuduhannya betul dan adapun pada kesaksian kelima ia
menyatakan bahwa ia bersedia dilaknat oleh Allah jika berbohong.
Dasar hukum /7°an terdapat dalam firman berikut ini:
Tagh 2 255 35 adaigli oy 5l
B ;,A/J ‘u‘l Y 913\,4 9‘3\.@_\2
Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),
Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka
sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah
dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang

yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa lamat Allah
atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta (7).”*
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Suami yang menuduh istrinya berzina dan meminta pada hakim
untuk diadili, jika istrinya membantah tuduhan tersebut maka suami
harus mendatangkan empat orang saksi untuk diketahui
kebenarannya. Kalaupun suami tidak mampu menghadirkan empat
saksi maka dikenai had qadzaf dengan didera sebanyak 80 kali. Dan
jika ia yakin dengan tuduhannya namun secara hukum tuduhannya

tidak terbukti, maka ia dapat menghindari had qadzaf dengan

*! Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat..., 175.
32 Al-Qur’an, 24 : 6-7.
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menempuh jalan /7’an. Dengan /i’an itu maka suami bebas dari Aad
gadzaf dan putuslah hubungan nasabnya dengan janin yang
dikandung istrinya. Dengan ber/i’an berarti tuduhannya telah
dibenarkan maka bagi si istri berlaku had zina yakni didera sebanyak
100 kali. Kalaupun bila ia zina muhsan maka hukumannya rajam. Dan

dalam KHI perkara li’an diatur dalam Pasal 125 sampai dengan 128.%°

C. Alasan atau Penyebab Perceraian
Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi perceraian tercantum
dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU
Perkawinan, yang kemudian terdapat dua tambahan ayat yang dipertegas
dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut antara lain
sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.”*

33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 298.
3* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.
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Untuk mengajukan perceraian, diwajibkan adanya alasan yang cukup
untuk melatarbelakangi keinginan bercerai yang mana dengan alasan
tersebut dapat diyakini bahwa antara suami istri itu tidak
memungkinkan kembali hidup rukun. Jika salah satu dari alasan diatas
terpenuhi, maka hakim atau Pengadilan menganggapnya cukup untuk

dikabulkannya perceraian.

Dalam hukum Islam, ada beberapa alasan atau sebab yang dapat

melatar belakangi adanya perceraian:

1. Nusyuz

Kata nusyuz berasal dari bahasa Arab yang bermakna terangkat
atau meninggi. Nusyuz secara definitif bisa diartikan sebagai sikap
durhaka oleh istri atau suami terhadap pasangannya dalam hal
menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya. Nusyuz istri
terhadap suaminya berarti ia merasa bahwa kedudukannya lebih
tinggi daripada suaminya sehingga ia tak mau menjalankan
kewajibannya sebagai seorang istri, seperti berkata kasar pada
suami, tidak melayani suami dengan baik, atau tak lagi mematuhi
perintah suaminya lagi. MNusyuz suami terjadi ketika ia tak
menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tak
menafkahi istri dan keluarga, berlaku kasar, tidak menggauli istri

dengan baik, dan lain sebagainya.
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Nusyuz merupakan perbuatan dosa yang hubungannya dengan hag
Allah dan hagqul adam. Apabila suami nusyuz maka istri dapat
menempuh jalan perdamaian. Jika istri nuszyuz, maka terdapat
beberapa tahapan untuk menghadapinya. Pertama, suami memberi
peringatan pada istri bahwasannya perbuatannya tidak benar dan
dapat mengakibatkan ia kehilangan haknya. Kedua, suami boleh
melakukan pisah ranjang atau tidak berinteraksi dan komunikasi
sehingga istrinya menyesal dan tak meneruskan nusyumya. Ketiga,
suami boleh memukul istrinya namun bukan dengan pukulan yang
menyakiti. Pukulan disini dimaksudkan bermakna ¢a’dib, bukan
dilakukan karena atas kebencian. Apabila tahapan-tahapan tadi telah
dilakukan namun masalah tak terselesaikan, maka suami boleh
menceraikannya.>

2. Syiqgaq

Syiqaq berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri
sehingga tidak diselesaikan sendiri oleh keduanya. Syiqaq biasa
terjadi karena suami atau istri melalaikan kewajibannya. Dalam
surat an-Nisa’ ayat 35 disebutkan bahwasannya cara menyelesaikan
syiqaq adalah dengan mengutus seorang hakam dari masing-masing

pihak, yaitu orang bijak yang mampu menengahi konflik tersebut.
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% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., 190-194.
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Artinya : “Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran diantara
suami istri maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan
seorang hakam dari pihak istri. Bila keduanya menghendaki

perdamaian, maka Allah akan memberi taufik diantara keduanya.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memerhatikan™.*

D. Akibat Putusnya Perkawinan
1. Akibat Talak Raj’i
Talak raj’i tidak memutus perkawinan secara sepenuhnya, dimana
akadnya tidak menjadi hilang dan suami masih memiliki hak milik
atas diri istrinya. Sehingga talak raj’i tidak dibebani akibat hukum
selama istri berada pada masa ‘ddafmya kecuali hubungan senggama.
Akibat hukum dari talaknya dimulai ketika suami tidak merujuk
istrinya dan telah habis %ddahnya. Istri yang ditalak raj’7 berhak
mendapat tempat tinggal dan nafkah dari suaminya selagi ia tidak
berbuat nusyuz. Dan jika salah satu baik suami atau istri itu
meninggal, maka mereka menjadi ahli waris dari pasangannya. Nabi
Muhammad SAW bersabda :
(Sll 5 danl o 5 ) 4 311 gile s 380 K 130 3 el KLY 5 4680 )
Artinya: “perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat
tinggal dari mantan suaminya adalah jika mantan suaminya itu berhak
merujuknya” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)
Jumhur ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami
sehingga rujuknya tidak perlu ada saksi, cukup dengan pernyataan

rujuk dan kerelaan dari pihak istri dan walinya karena ruju’ ialah

melanjutkan perkawinan, bukan memperbarui pernikahan. Meski

36 Al-Qur’an, 4: 35.
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begitu hadirnya saksi tetap disunnahkan karena dikhawatirkan pada
suatu hari istri membantah bahwa suami telah merujuknya.”’

Para ulama berselisih pendapat perihal rujuk dengan perbuatan.
Jumhur ulama sekaligus Imam Syafi’i dan Imam Ahmad sepakat
bahwa sahnya rujuk ialah dengan ucapan, kecuali jika ia tunawicara
maka boleh dengan isyarat yang bisa dipahami. Sedangkan sebagian
ulama seperti Ibnu Sirin, Thawus, al-Hasan, Hanafiyah, dan Syiah
Imamiyah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan diperbolehkan
secara mutlak. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan rujuk
dengan perbuatan dengan syarat disertai niat rujuk. Sebagian lagi ada
yang membolehkan dengan syarat terdapat saksi.*® Mayoritas ulama
yang memperbolehkan perbuatan sebagai bentuk rujuk membatasinya
pada kegiatan bersetubuh. Sebagian ulama mengkategorikannya lagi
pada khalwat, seperti perbuatan memandang kelamin pasangan atau
menyentuh dengan nafsu.*

Akibat Talak Ba’in Sughra

Ketika talak bain jatuh, maka putuslah ikatan perkawinan sebagai
suami istri, sehingga masing-masing dari mereka telah menjadi orang
lain. Adapun hak talak bagi suami adalah tiga kali. Maka ketika
terjadi talak satu kali, suami tetap berhak atas dua talak setelah rujuk.

Pada talak ini suami tidak berhak merujuk istrinya, ia baru bisa

37 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat..., 196.
% Ibnu Qudamah, a/-Mughniy (Cairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1969), 523.
** Al-Marghinaniy, a/-Hidayah Syarh Bidayat al-Muhtadiy (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah,

2000), 285.
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kembali dengan istrinya dengan menjalani akad nikah baru. Bagi istri,
juga berlaku masa ‘ddah disesuaikan dengan keadaannya. Adapun
ketentuan dari waktu tunggu bagi perempuan untuk tidak menikah
terdapat pada Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan lebih diperjelas
lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 sebagai berikut:

(1) “Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu
tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya
putus bukan karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

(a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al
dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

(b) Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi
yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sukurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid
ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

(c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan;

(d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan.

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya
qobla al dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu
dihitungsejak kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga
kali waktu haid.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu
tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali
waktu suci.”™*

3. Akibat Talak Ba’in Kubra

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153.
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Akibat dari talak ini sama dengan talak ba’in sughra, yakni memutus
ikatan perkawinan. Akan tetapi, suami tidak berhak kembali pada
istrinya kecuali istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah
bersenggama tanpa disertai niat Muhallil kemudian terjadi
perceraian.41
4. Akibat Fasakh
Putusnya perkawinan bentuk talak berbeda dengan fasakh. Jika dalam
talak raj’7 tidak memutus ikatan perkawinan seketika, maka talak
ba’in mengakhiri perkawinan saat itu juga. Kalau fasakh, baik
dikarenakan syarat rukun yang tidak terpenuhi atau suatu keadaan
yang terjadi setelah akad maka dapat mengakhiri hubungan
perkawinan seketika itu pula. Selain itu, talak juga mengurangi
bilangan talak meski itu talak raj’7 Sedangkan fasakh tidak
mengurangi bilangan talak, sehingga jika mereka melakukan akad
nikah baru maka hak talaknya tetap utuh tiga kali. Adapun ‘dda/mya
sama dengan ‘ddah talak.
5. Akibat Khulu’

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khulu’ tergolong hukum
nikah, dimana ketika terjadi khulu’ maka suami tidak boleh menikahi
saudara perempuan dari mantan istrinya selagi ia masih dalam ‘iddah
talak ba’in. Selain itu, akibat dari kAu/u’ sama halnya dengan talak

ba’in sughra dimana suami tidak berhak rujuk dengan istrinya

! Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat Juz I (Bandung: Pustaka Setia 1999), 70.
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melainkan dengan akad nikah baru. Adapun kAu/u’ dapat mengurangi
jumlah bilangan talak sesuai yang tertera dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 161.
6. Akibat Li’an

Pisahnya ikatan perkawinan dengan jalan /7’an berakibat hukum istri
menjadi haram bagi suaminya untuk selama-lamanya, dalam arti
mereka tidak bisa kembali baik dengan rujuk ataupun akad nikah baru.
Adapun jika istri itu sedang hamil kemudian melahirkan anak, maka

janin yang dikandungnya bukan tergolong nasab suaminya.

E. Murtad dalam Perkawinan

Murtad berasal dari bahasa arab 3) yang bermakna mengundur,
menolak ataupun mengembalikan. Adapun secara istilah dapat dipahami
dengan makna keluar dari agam Islam, baik keluarnya itu dengan beralih
pada agama lainnya atau bahkan tidak beragama. Seseorang dikatakan
murtad dengan tiga sebab yaitu : perbuatan, seperti dengan menyembah
matahari, menyekutukan Allah ; Perkataan, seperti menghina Nabi dan
Rasul, mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ; I’tikad
(keyakinan), seperti meyakini bahwa Allah itu Dzat yang baru,

menghalalkan sesuatu yang dihukumi haram.*

2 Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 445.
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Dalam syariat hukum Islam murtad merupakan perbuatan dosa besar,
terbukti bahwa bagi pelaku murtad akan dikenai hukuman yang cukup

berat sebagaimana firman Allah SWT berikut:
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Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu

Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di

dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di

43
dalamnya’.

Problematika tentang perceraian dengan latar belakang perbedaan
agama cukup banyak terjadi. Fakta membuktikan banyak ditemui
fenomena pasangan suami istri yang menikah dalam keadaan seagama
namun beberapa waktu kemudian terdapat salah satu pihak yang memilih
berpindah keyakinan. Tentunya hal ini sangat dominan untuk menjadi
faktor keretakan dalam rumah tangga karena dihadapkan pada persoalan

perbedaan keyakinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan bahwa
murtad dapat digunakan sebagai alasan terjadinya perceraian. Namun
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 disebutkan bahwa
perkawinan dikatakan sah jika telah sesuai berdasarkan hukum agama
dan kepercayaan dari masing-masing pasangan suami istri tersebut dan
kemudian dicatatkan. Berarti dalam pasal tersebut jelas menyatakan

bahwa keabsahan perkawinan diserahkan pada ajaran agama, contohnya

# Al-Qur’an, 2 : 217.
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dalam ajaran Islam yang tidak membolehkan adanya perkawinan beda
agama. Jika calon pengantin telah melaksanakan akad sesuai dengan
ketentuan syariat, maka sah perkawinannya. Maka jika di kemudian di
hari diketahui adanya larangan perkawinan menurut hukum yuridis atau

ketentuan agama maka perkawinannya batal.

Adapun juga dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menyebutkan bahwasannya perkawinan dapat dibatalkan jika pihak
yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan

perkawinan.

Dalam KHI Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 menunjukkan bahwa
jelas menjadi bentuk larangan keberlangsungan perkawinan antara orang

muslim dengan orang selain muslim.

Adapun dalam KHI tepatnya pada Pasal 116 huruf h menyatakan
bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan rumah tangga
menjadi tidak rukun dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Istilah

murtad juga disebutkan dalam KHI Pasal 75 yang berbunyi:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beri’tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan
hukum yang tetap.”*

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75.
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Dalam poin a tersebut mengandung abstrak hukum bahwa jika salah
satu pasangan murtad maka perkawinannya batal. Dan dalam praktik
hukum di Indonesia, perceraian sebab perkara murtad harus dilakukan di
hadapan Pengadilan dan pelaku murtad tersebut dengan jelas dan tegas
menyatakan diri bahwa ia telah keluar dari agama Islam. Kalaupun
perceraian itu tidak di hadapan Pengadilan maka dianggap tidak sah.*’
Selain itu perkawinan yang berlangsung kemudian diwarnai dengan unsur
murtad berarti perkawinannya fasid sehingga ketika diajukan ke

Pengadilan maka amar putusannya menggunakan fasakh.*°

Secara yuridis, diketahui bahwasannya perihal murtad tidak
menjadikan ikatan perkawinan batal jika pasangan baik suami atau istri
tersebut tidak merasa keberatan atas perbuatan murtad pasangannya
sehingga ia tidak memperkarakannya ke Pengadilan, maka perkawinan ini

tetap dapat berlanjut.

Adapun dalam hukum Islam, menurut pandangan ahli figih
perkawinan yang dikemudian hari terdapat unsur murtad maka dapat
diajukan perceraian dan perkawinannya dibatalkan demi hukum.

sebagaimana juga tertera dalam Figh Sunnah karya Sayyid Sabiq:

g Ll 2ol &1 85, N AN G e Bakd i530) £5) &)1
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* Muhammad Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), 72.

% Mahkamah Agung R, Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia dan
Mahkamah Syar’iyyah Aceh (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 10.
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Artinya: “apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah
hubungan perkawinan mereka antar satu sama lain. Karena sesungguhnya
murtadnya salah satu diantara mereka menjadikan putusnya perkawinan
mereka. Dan putusnya ikatan perkawinan itu berupa fasak#”.*’

Dalam alqur’an juga menyebutkan pengharaman perkawinan wanita

muslimah dengan laki-laki non muslim yang berbunyi:

Gedil B8 S8R0 Sia et SR a5 13 T 3l i g
----- Ga 034 A Vs A e EAY LSl ) GAsaas Sl LBl ALK O
Artinya : “hai orang-orang yang beriman apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, makan hendaklah kamu
uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka.
Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman,

maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka)

orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan
2 48

orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka".

Adapun para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam
persoalan perceraian yang disebabkan suami atau istri yang riddah,
apakah perkara tersebut termasuk talak ataukah fasakh. Pandangan dari
Jumhur ulama’ seperti Imam Maliki, Imam Syafi’i, Imam Hanbali dan
Abu Yusuf dari golongan hanafiyah menyatakan bahwa perkara tersebut
termasuk dalam fasakh. Pendapat lain berasal dari Muhammad Ibnu
Hasan dan Imam Hanafi mengemukakan bahwa persoalan tersebut dapat
dikategorikan fasakh apabila pihak yang murtad adalah istri, sedangkan

suami pemeluk agama Islam. kalaupun yang murtad adalah suami, maka

persoalannya menjadi talak.*’

* Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Juz Il (Semarang: Thoha Putra), 389.
* Al-Qur’an, 60:10
¥ Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islamiy Wa Adillatuh (Jakarta: Gema Insani, 2011), 315.



56

Dalam pandangan Madzhab Hanafi, apabila suami beralih dari
agama Islam atau murtad maka secara otomatis ia berpisah dengan
istrinya seketika itu juga. Hal ini dikarenakan orang yang kafir tidak
mempunyai hak wewenang pada wanita muslim apapun kondisinya.
Adapun jika ia bertaubat dan memperbarui pernikahannya dengan istri,
maka hal itu tidak menjadikan haknya untuk menjatuhkan talak
berkurang. Sehingga ketika ia telah mentalak istrinya untuk yang ketiga
kalinya sedangkan yang ketiga tersebut karena kemurtadannya, maka ia

tetap berhak kembali pada istrinya tanpa adanya muhallil.

Berbeda halnya jika istri yang murtad, maka menurut madzhab
hanafi harus difa’zir berupa cambukan atau tahanan sesuai dengan
situasinya untuk memberikan efek jera sehingga ia mau kembali memeluk
Islam. kalaupun setelah itu istri telah kembali muslim, ia tidak halal lagi
bagi suaminya melainkan dengan memperbarui akad nikah pun juga
maharnya meski sederhana. Jika suami tidak ingin kembali maka istri
berhak untuk menikah dengan lelaki lain. Kalau kemurtadan istri itu
dilakukan dengan sengaja karena ingin berpisah dari sang suami, maka itu
sama sekali tidak membatalkan perkawinan dan perkawinan tetap

berlanjut sehingga mereka tidak perlu melakukan pembaruan akad nikah.
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Apabila keduanya saling berbuat murtad, maka hal tersebut tidak

menggugurkan perkawinannya dan ikatan pernikahan tetap berlaku.”

Adapun dalam pandangan Madzhab Maliki, apabila suami murtad
maka ia terpisah dari istrinya. Jika istri murtad, kemudian diketahui
bahwa perbuatan murtadnya dilakukan dengan tujuan berpisah dengan
suami, maka hal itu tidak menggugurkan perkawinannya. Berbeda apabila
suami yang murtad agar berpisah dengan sang istri, maka gugurlah ikatan
pernikahannya. Demikian ini disebabkan suami mempunyai wewenang
untuk penjatuhan talak sehingga perbuatan tersebut mengurangi bilangan
talak. Mereka juga berpandangan bahwa perbuatan murtad menjadikan
pernikahan gugur atau batal sehingga jika ingin kembali maka

menggunakan akad baru, dan akibat hukumnya sama dengan talak bain.”"

Dalam pandangan Madzhab Syafi’i, mereka berpendapat bahwa
pembatalan atau pengguguran perkawinan sebab murtad dikaitkan dengan
apakah telah terjadi hubungan suami istri ataukah belum. Apabila murtad
terjadi sebelum adanya hubungan intim antara suami istri, maka otomatis
perkawinannya putus atau batal karena di dalamnya tidak ada penegasan
perkawinan. Adapun jika murtad terjadi setelah hubungan suami istri
maka status perkawinannya menggantung, jika pihak yang berlaku
murtad kembali ke agama Islam sebelum berakhirnya masa “%ddah maka

perkawinan tetap berlangsung. Begitupun sebaliknya, apabila masa ‘“iddah

*% Abdurrahman Al-Zujairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5 , Terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka
AL-Kautsar, 2017), 459.
> Ibid., 473.
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berakhir dan ia masih murtad atau baru kembali ke agama Islam, maka
perkawinannya terputus. Ketentuan pihak yang murtad ini tidak ada

pembedaan baik bagi suami ataupun istri.

Hubungan perkawinan yang tidak terputus dalam hal ini bukan
berarti membolehkan hubungan intim antara suami istri, melainkan tetap
terlarang sebab adanya persoalan murtad. Hanya saja, jika persetubuhan
tetap terjadi maka hukumannya ¢a’zir bukan had, Sebab adanya
pandangan masih berlakunya perkawinan. Untuk hal ini apabila istri
murtad maka ia tidak mendapat hak nafkah %ddah, berbeda jika suami
yang murtad maka istri tetap berhak atas nafkah %ddah. Perbuatan
murtad disini menggugurkan atau membatalkan perkawinan, bukan
termasuk talak. Sehingga putusnya perkawinan sebab murtad tidak

menjadikan hak talak berkurang.*

Dalam pandangan Madzhab Hambali hampir sejalan dengan
pandangan Madzhab Syafi’i, jika suami istri atau salah satunya murtad
maka digantungkan pada keadaan apakah telah terjadi hubungan fisik
atau belum. Jika murtad terjadi sebelum adanya hubungan fisik maka
perkawinannya dibatalkan. Sebaliknya, apabila murtad setelah adanya
hubungan fisik maka keduanya harus berpisah namun putusnya
perkawinan berlaku setelah masa ‘ddah berkahir. Sehingga ketika pihak

yang murtad bertaubat sebelum ‘%ddah berakhir maka perkawinannya

52 1bid., 480.
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tetap berlangsung seperti semula. Kalaupun tidak kunjung beralih ke
Islam maka terdapat dua kondisi, pertama adanya pembolehan karena
perkawinannya masih berlangsung, yang kedua dilarang adanya
persetubuhan disebabkan kemurtadan. Namun madzhab Hambali lebih
mengarah ke kondisi adanya larangan. Jika terjadi persetubuhan dalam
situasi menggantung itu, maka hukumannya bukan Aad melainkan ¢a’zir.
Persoalan nafkah, apabila istri yang murtad maka ia tidak berhak atas
nafkah. Namun jika suami yang murtad maka ia tetap berkewajiban

memberi nafkah ddah pada istrinya.>

3 1bid., 484.



BAB III

PUTUSAN CERAI GUGAT YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI MURTAD

PADA PERKARA NOMOR 0479/PDT.G/2019/PA.SDA

A. Deskripsi Perkara Cerai Gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda

Perkara cerai gugat ini didaftarkan pada hari Senin tertanggal 21
Januari 2019 dengan nomor perkara 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda. Perkara ini
diajukan oleh seorang istri berinisal HW yang statusnya sekaligus sebagai
Penggugat, berusia 32 tahun, memeluk agama Islam, karyawan swasta,
yang bertempat tinggal Sidoarjo, yang kemudian memberikan surat kuasa
khusus pada advokatnya. Dimana ia menggugat cerai suaminya yang
berinisial AJ (Tergugat), berusia 49 tahun, pekerja swasta, bertempat
tinggal di Sidoarjo. Adapun duduk perkara yang menjadi dasar gugatan
cerai antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, status Tergugat
adalah seorang duda cerai dimana dalam pernikahan sebelumnya itu
Tergugat memiliki dua anak yang saat ini telah hidup di Solo dengan
mantan istrinya terdahulu. Kemudian pada 16 April 2011, HW
(Penggugat) dan AJ (Tergugat) melaksanakan pernikahan secara Islam di
KUA Kecamatan Sukodono dan pernikahannya dicatat dalam Kutipan
Akta Nikah dengan Nomor : 188/42/IV/2011. Penggugat mulanya

beragama kristen, kemudian saat pernikahan ia telah bersyahadat dan

! Salinan Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda.
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bermaksud untuk mengikuti suaminya memeluk agama Islam, bukan
hanya untuk melegalkan status perkawinan mereka melainkan memang
menjadi keinginan Penggugat untuk beralih ke Islam. Selama pernikahan
berlangsung mereka tidak dikaruniai seorang anak, dan mereka tinggal di
rumah kediaman Tergugat di Sidoarjo.?

Pada pertengahan tahun 2017, rumah tangga HW dan Al
terganggu ketentramannya yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi
secara terus menerus dikarenakan AJ selaku Tergugat tidak mau
melaksanakan ibadah selayaknya orang muslim, seperti meninggalkan
sholat lima waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, tidak shalat
Jum’at, dan lain sebagainya. Padahal Penggugat sudah sering
mengingatkan Tergugat perihal ibadah tersebut, mengingat niat awal
Tergugat masuk Islam adalah mengikuti suaminya dan berharap agar sang
suami dapat menjadi Imam yang baik dengan menuntunnya dan
mengajarkannya tentang Islam. Maka dari itu Penggugat kesal dan selama
pernikahan berlangsung ia beribadah di Gereja dan tetap memeluk agama
kristen. Selain itu, HW tidak diberi nafkah oleh AJ padahal gaji AJ
lumayan banyak. Diketahui bahwa hal ini dikarenakan HW juga bekerja.
Padahal sebagai seorang suami, AJ berkewajiban untuk menafkahi

istrinya karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Sebab persoalan yang

2 Ibid.
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tersebut, maka sejak pertengahan Tahun 2017 mereka pisah ranjang,
bahkan Penggugat kembali ke kediaman orang tuanya di Surabaya.’
Namun pada Januari 2018 orang tua Tergugat mengupayakan rujuk
sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama untuk
memberikan kesempatan pada suaminya agar berubah menjadi pribadi
yang lebih baik. Akan tetapi rujuk mereka hanya bertahan dua bulan
karena sering bertengkar dengan persoalan yang sama dengan uraian yang
telah disebutkan diatas. Sehingga pada bulan Maret 2018 terjadilah
puncak konflik antara HW dan AJ, dimana HW akhirnya memutuskan
untuk kembali lagi ke rumah orang tuanya. Penggugat merasa rumah
tangganya tak dapat dibina lagi. Selama ini ia sudah bersabar namun
suaminya tak kunjung berubah, sehingga tak tercapai lagi rumah tangga
yang bahagia, yang ada Penggugat malah semakin sengsara. Maka dari
itu, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan memohon agar
perkaranya segera diperiksa dan diadili oleh pihak Pengadilan Agama
dengan tuntutan agar gugatannya dikabulkan, memutuskan perkawinan
mereka dengan jalan perceraian, serta membebankan biaya perkara
perceraian sesuai aturan hukum. Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan,

mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya.’

Pada hari sidang Penggugat ikut hadir mengikuti sidang. Berbeda

dengan Penggugat, Tergugat malah tidak datang pun pula tak menunjuk

3 Ibid.
* Ibid.
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orang lain untuk mewakilinya tanpa ada alasan meski telah dipanggil
secara sah. Karena itulah perkaranya tidak tak layak dimediasi, akan
tetapi Majelis Hakim tetap mengutarakan nasehatnya kepada Penggugat
agar Penggugat memberi kesempatan pada Tergugat untuk berdamai dan
mau kembali membina rumah tangga. Namun usaha majelis hakim
tersebut tetap gagal sehingga pemeriksaan diteruskan dengan
dibacakannya surat gugatan. Karena Tergugat tidak hadir dan tidak
diketahui tanggapan atas gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib

untuk membuktikan dalil gugatannya.’

Untuk pembuktian, Penggugat telah memberikan bukti otentik antara

lain;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang didapatkan dari PPN KUA
Kecamatan Sukodono dengan Nomor 188/42/1V/2011 (P-1).
2. Fotokopi KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala

Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo (P-2).

Selain bukti surat diatas, dalam pembuktiannya Penggugat juga
menghadirkan saksi-saksi guna memperkuat dalil gugatannya dengan

perincian sebagai berikut:

Saksi pertama dengan identitas dari saksi I ini ialah ibu kandung dari
Penggugat, dengan usia 53 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Ibu

Rumah Tangga, dan berkediaman di Kota Surabaya. Ia telah disumpah

S Tbid.
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dalam kesaksiannya dan memberikan keterangan sesuai pengetahuannya
bahwa selaku Ibu dari Penggugat, ia mengetahui bahwa pada tanggal 16
April 2011 telah berlangsung pernikahan anaknya dengan AJ dan
dinyatakan sah sebagai suami istri, dan mereka tinggal di kediaman
Tergugat di Kabupaten Sidoarjo. Saksi tahu bahwa mereka belum
dikaruniai keturunan. Dalam penglihatannya, ia melihat pada mulanya
perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun sebagai
suami istri. Sebelum pisah ranjang, saksi melihat dengan mata kepalanya
sendiri antara Penggugat dan Tergugat dan ia mengetahui bahwa
penyebabnya adalah perkara nafkah. Sejak itu Penggugat kembali ke
rumah orang tuanya hingga sekarang terhitung 1 tahun lamanya mereka
tidak lagi menjalani hidup sebagai suami istri. Sebenarnya saksi telah
berkali-kali berupaya untuk mendamaikan mereka namun usahanya tidak

berhasil.®

Saksi kedua dengan identitas dari saksi II ini berusia 32 tahun,
beragama Islam, bekerja sebagai wiraswasta, dan berdomisili di Kota
Surabaya. Dalam sumpahnya, ia memberikan keterangan bahwa dirinya
merupakan adik kandung dari Penggugat sehingga kenal dengan dua belah
pihak (Penggugat dan Tergugat). la mengetahui juga bahwa pada tanggal
16 April 2011 adalah hari dimana Penggugat dan Tergugat sah sebagai
suami istri dimana kemudian mereka berdua tinggal di kediaman

Tergugat tepatnya di Kabupaten Sidoarjo dan hingga saat ini belum

% Ibid.
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dikaruniai anak. saksi juga memberikan kesaksian bahwa Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar. Saksi mendengar secara langsung
pertengkaran mereka yang secara lisan bahwa penyebabnya ialah
dikarenakan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat. Sejak
pertengkaran itu akhirnya Penggugat pisah ranjang dan meninggalkan
kediamannya dan tergugat serta kembali ke rumah orang tuanya di
Surabaya. Terhitung mereka telah berpisah setahun lamanya hingga
sekarang, dan mereka tak lagi saling melakukan kewajiban selayaknya
suami istri. Keluarga dan bahkan saksi sendiri telah mengupayakan

perdamaian namun tetap gagal.

Sehingga setelah apa yang disampaikan, Penggugat tetap bertahan

pada pokok gugatannya sebagaimana awalnya.’

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Cerai Gugat Nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda

Majelis Hakim PA Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda memberikan beberapa pertimbangan dasar
hukum untuk menerima atau mengabulkan gugatan mengingat apa yang
dimaksud dan menjadi tujuan dari gugatan Penggugat.

Dalam  pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah
mengupayakan perdamaian para pihak dengan memberi nasehat pada

penggugat agar mau mempertimbangkan lagi perihal gugatannya supaya

7 Ibid.
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dapat melanjutkan hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat
sebagaimana kewajiban mediasi itu tercantum dalam Pasal 130 HIR Jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016.*

Perihal keluarnya Penggugat dari Agama Islam dan kembali pada
agamanya semula setelah perkawinan berlangsung, mengingat bahwa
perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat ialah
berdasarkan hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan
absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37,
Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9).”

Berdasarkan pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang
mengatakan bahwa ia berdomisili di Kabupaten Sidoarjo yang mana itu
termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo maka menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) perkara ini
menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Sidoarjo."’

Dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dirinya dan
Tergugat menikah dengan menggunakan hukum Islam yang kemudian

keduanya sering bertengkar maka Penggugat menuntut Pengadilan

8 Ibid.
? 1bid.
10 Ibid.
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Agama Sidoarjo agar mengabulkan perceraiannya dengan Tergugat
menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Penggugat, karena ia
memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan itu sebagaimana tertera
dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.""

Atas dasar pertimbangan hukum yang telah dikemukakan diatas,
gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga petitum 1
yang berbunyi “mengabulkan gugatan Penggugat” dapat dipenuhi dan
diterima untuk dilakukan pemeriksaan perkara.'?

Penggugat dalam dalam pokok gugatannya menuntut Pengadilan
Agama Sidoarjo agar memberi putusanperceraian yang dilatarbelakangi
oleh alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk kembali rukun
menjalani rumah tangga yang disebabkan oleh faktor bahwasannya
Penggugat tidak mau melaksanakan ibadah selayaknya orang muslim,
seperti meninggalkan sholat lima waktu, tidak berpuasa pada bulan
Ramadhan, tidak shalat Jum’at, dan lain sebagainya. Padahal Penggugat
sudah sering mengingatkan Tergugat perihal ibadah tersebut, mengingat
niat awal Tergugat masuk Islam adalah mengikuti suaminya dan berharap
agar sang suami dapat menjadi Imam yang baik dengan menuntunnya dan
mengajarkannya tentang Islam. Maka dari itu Penggugat beribadah di

Gereja dan tetap memeluk agama kristen. Selain itu, Penggugat juga

1 1bid.
12 Ibid.
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tidak diberi nafkah oleh Penggugat meski gajinya besar dengan alasan
bahwa Penggugat juga bekerja. Demikian inilah yang membuat
Penggugat kembali ke kediaman orang tuanya pada bulan Maret 2018
sehingga terjadilah pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat setahun
lamanya. Keluarga telah mengupayakan agar mereka kembali, namun
upaya tersebut tidaklah berhasil."

Dalam persidangan Tergugat tidak hadir pun juga tidak
menghadirkan orang lain sebagai wakilnya untuk menyampaikan jawaban
dari gugatan Penggugat. Untuk pemenuhan prinsip penegahakan keadilan,
maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim
mewajibkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya.'*

Untuk pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa fotokopi kutipan akta nikah (P-1) dan fotokopi KTP Penggugat
(P-2) yang mana keduanya merupakan akta otentik yang bermaterai
cukup dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, serta keasliannya sesuai
maka nilai pembuktiannya sempurna sebagaimana pasal 165 HIR/1868
KUHPerdata."

Selain itu, dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat
menghadirkan dua saksi dimana keduanya telah memenuhi syarat formal

untuk dijadikan saksi, yang mana selagi keterangan saksi itu dilihat atau

1 Ibid.
 Ibid.
15 Ibid.
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dialami oleh dirinya sendiri maka kesaksiannya sah dan dapat dijadikan
alat bukti sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 171
HIR Jo.Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975."°

Untuk petitum kedua, majelis hakim mempertimbangkan beberapa
hal. Dengan bukti P-1 dan keterangan dua saksi yang bersesuaian,
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terbukti dilaksanakan secara
sah berdasarkan hukum Islam."’

Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari dua saksi yang
saling bersesuaian, bahwa telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan berkediaman di rumah Tergugat di Kabupaten Sidoarjo
namun belum memiliki keturunan. Dalam kesaksiannya saksi I dan II
saling menuturkan bahwa rumah tangga AJ dan HW sering diwarnai
perselisihan yang mereka ketahui disebabkan oleh Tergugat tidak
menafkahi Penggugat. Sehingga ditemukan fakta hukum bahwa keduanya
berpisah hingga saat ini terhitung sudah setahun lamanya mereka tak lagi
menjalankan kewajiban selayaknya suami istri. Para saksi, keluarga, dan
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun
upaya tersebut tidak berhasil."®

Pernikahan merupakan ikatan kukuh yang memiliki tujuan
menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah seperti yang

termaktub adalam QS.Ar-Ruum : 21 dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun

16 1bid.
17 1bid.
18 Ibid.
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1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. namun jika dilihat dari situasi
dan kondisi dari rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, demikian
maksud dan tujuan ikatan pernikahan sulit dicapai. Berdasarkan fakta-
fakta yang telah diuraikan maka jelas bahwa pernikahan AJ dan HW
benar-benar pecah dan tak dapat didamaikan lagi, mengingat Penggugat
menyatakan untuk menolak hubungan perkawinannya dengan Tergugat
dilanjutkan. Oleh karenanya solusi terbaik dan bermanfaat bagi keduanya
adalah jalan perceraian."

Dalam Islam, perceraian diperbolehkan jika dalam perkawinan
tersebut mengandung banyak mudharat daripada kemaslahatannya.
Dalam kasus ini majelis hakim menimbang suatu fakta bahwa AJ dan HW
sudah tak saling memiliki perasaan saling cinta, apalagi dilihat dari sudut
pandang Penggugat yang dengan tegas menyatakan jera bahkan tak mau
lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Demikian
inilah yang menjadikan solusi perceraian diperbolehkan. Dalam hal ini
majelis hakim merujuk pada Pendapat Sayyid Sabiq tepatnya yang
terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

Gas 5 Y AW O 5 230 O i ) aly oW U Bisks G5 135

o il il Wi A3 e oW e 5 gl g sk piss

Artinya: “jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik
dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik
rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan
untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua
belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap
istrinya”.

1 Ibid.
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Majelis Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 237/K/AG/1998 pada tanggal 17 Maret 1999 yang memiliki
makna bahwa sebuah rumah tangga yang terjadi perselisihan dan
pertengkaran, menolak untuk tinggal bersama dalam satu atap, dan salah
satu pihak baik suami atau istri berniat untuk memilih memutuskan
hubungan perkawinan, maka demikian ini cukup menjadi alasan fakta
hukum pengajuan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19
huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975.%°

Dan dalam kasus ini dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat
dianggap cukup beralasan untuk dijadikan alasan perceraian dan telah
memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian Petitum
tuntutan Penggugat agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan zalak
satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat diterima dan
dikabulkan.”

Dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan
tanpa penyebab atau halangan yang sah, pun juga tidak menunjuk orang
lain sebagai wakilnya sehingga tidak dapat didengar jawaban atas
gugatan Penggugat meski Pengadilan telah memanggil secara patut dan

resmi. Dan dalam gugatannya Penggugat telah memenuhi fakta alasan

20 Ibid.
2! Tbid.
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hukum serta tidak adanya perlawanan hak, sehingga gugatan Penggugat
dikabulkan secara verstek sebagaimana terdapat dalam Pasal 125 HIR.*

Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan, maka beban biaya Perkara menjadi
tanggung jawab Penggugat sebagaiman peraturan dalam Pasal 89 ayat (1)
UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.”

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, baik
dari segi peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang
bersangkutan dengan kasus perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memberi
amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 380.000,00- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari
2019 M yang bertepatan dengan 23 Jumadil akhir 1440 Hijriyah dalam
sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh

ketua majelis dan dua hakim anggotanya yang telah dibacakan dalam

2 Ibid.
2 Ibid.
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sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Panitera Pengganti dimana
pembacaan putusan ini juga dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat tanpa

adanya kehadiran Penggugat.”

2% Ibid.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

NOMOR 0479/PDT.G/2019/PA.SDA

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor

0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri
Murtad

Peradilan Agama merupakan salah satu dari instansi yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diperuntukkan bagi rakyat
pemeluk agama Islam yang menyelesaikan perkara bidang perdata khusus.
Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Agama terikat dengan
peraturan dan asas prinsip, salah satu diantara asas tersebut ialah asas
personalitas keislaman. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, asas ini berlaku jika para pihak yang berperkara
merupakan pemeluk agama Islam. Selain itu, perkara yang disengketakan
merupakan perdata khusus seperti Perkawinan, waris, wasiat, hibah,
zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Asas ini juga
diperuntukkan bagi mereka yang berhubungan hukum berdasarkan hukum
Islam. Maka bagi pihak non muslim yang melakukan peristiwa hukum
dengan dilandasi hukum Islam, maka penyelesaiannya pun atas dasar

hukum Islam.'

' Ahmad Mujahidin, Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

35.
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Dalam perkara cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda,
Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri yang melangsungkan
perkawinannya di hadapan PPN KUA kecamatan Sukodono pada tanggal
16 April 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 188/42/IV/2011 dengan menggunakan hukum islam. Awalnya
Penggugat memeluk agama Kristen, namun saat sebelum melangsungkan
perkawinan Penggugat telah bersyahadat dan menyatakan diri masuk
Islam untuk mengikuti suaminya, bukan hanya untuk melegalitaskan
perkawinannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan
mereka jelas sah secara agama maupun hukum negara sejalan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Namun kemudian di tengah berlangsungnya perkawinan, ternyata
istri (Penggugat) beralih ke agamanya semula dengan alasan suaminya
tidak menuntunnya pada ajaran Islam. Dalam salinan putusan disebutkan
bahwa hakim mempertimbangkan untuk menerima pengajuan perkara
cerai gugat oleh istri yang murtad sebab penentuan kewenangan
pengadilan  ialah  berdasarkan = pemberlakuan = hukum  saat
dilangsungkannya perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 1 angka 37, sebagaimana juga yang
tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30/TUADA-
AG/I-UM/8/1983 pada tanggal 31 Agustus 1983. Maka keputusan

Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menerima pengajuan perkara cerai
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gugat oleh istri yang telah beralih agama itu benar dan tidak berlawanan
dengan peraturan perundang-undangan, karena ini menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama sejalan dengan asas personalitas keislaman,
dimana Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa pada tingkat
pertama perkara perdata khusus orang Islam. Adapun bagi orang yang
bukan Islam menjadi kewenangan Peradilan umum.”

Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Agama wajib melakukan
upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara dengan jalan
mediasi atau memberikan nasehat. Dalam perkara perceraian terdapat
suatu asas yakni asas mempersulit perceraian. Karena asas tersebutlah
Pengadilan berkewajiban mengingatkan pada kedua belah pihak agar
berdamai dan mau melanjutkan hubungan perkawinannya. Namun dalam
perkara ini, Majelis Hakim tidak melakukan mediasi pada dua belah pihak
karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, juga tak menunjuk
seorang wakil untuk menyampaikan keterangannya. Meski begitu Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat
agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menolak dengan
tegas bahwa ia merasa perkawinannya sudah tak dapat dibina lagi dan
rumah tangganya tak dapak dipertahankan. Maka dari itu benar Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian, sejalan dengan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan

(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

* A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 119
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Dalam kasus ini Penggugat menyatakan bahwa ia berdomisili di
Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda
Penduduknya. Dikarenakan kediaman Penggugat menjadi wilayah hukum
Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya perkara ini menjadi
kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Pasal
73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Kekuasaan relatif
dimaksudkan sebagai kewenangan kekuasaan Peradilan yang sejenis dan
satu tingkatan.” Oleh karenanya keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo
untuk menerima perkara ini telah benar dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Setiap pengajuan perceraian haruslah diiringi dengan alasan yang
kuat dan didukung dengan bukti yang cukup. Dalam perkara ini diketahui
bahwa Penggugat menggunakan faktor perselisihan sebagai alasan utama
dan memohon agar Pengadilan mengabulkan perceraiannya. Dalam
pertimbangannya, Majelis Hakim memilih untuk menerima perkara
tersebut karena fakta-fakta perselisihan benar terjadi dan dikuatkan oleh
para saksi sehingga keputusan untuk mengabulkan pengajuan perceraian

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3 Ibid., 118.
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B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang
Dilakukan oleh Istri Murtad

Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat nomor
0479/Pdt.G/2019/PA.Sda  ini ~ menggunakan pertimbangan hukum
perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan memutus perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat dengan talak satu ba’in sughra.

Menganalisis pada perihal pertengkaran yang ada dalam perkara
tersebut Penggugat menerangkan bahwa tepat sebelum menikah ia
menjadi mu’allaf untuk mengikuti suami dan berharap agar suaminya
dapat mengajar dan menuntunnya tentang agama Islam. Namun yang
terjadi adalah Tergugat sendiri tidak melaksanakan ibadah seperti shalat
lima waktu, shalat Jum’at, dan puasa bulan Ramadhan. Padahal hukum
ibadah tersebut ialah fardhu ‘ain dan wajib dilaksanakan bagi setiap
muslim. Dengan keterangan tersebut jelas bahwa Tergugat tidak
bertanggung jawab sebagai seorang imam yang seharusnya menjadi
pemimpin baik secara moril maupun agama bagi keluarganya. Hal ini
mempengaruhi spiritual Penggugat hingga akhirnya Penggugat kembali
pada agamanya semula yakni kristen. Dalam gugatannya jelas bahwa
Penggugat telah berbuat murtad mengingat bahwa selama ini ia beribadah
di Gereja. Demikian berarti dalam perkawinan yang berlangsung antara

Penggugat dan Tergugat terdapat unsur murtad.
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Dan pada perkara ini, meski Penggugat telah mengaku bahwa ia telah
riddah (pernyataan atau pengakuan seseorang bahwa ia keluar dari agama
Islam),® Majelis hakim tidak menyebutkan murtad sebagai pertimbangan
hukum karena keretakan rumah tangga mereka dikarenakan perselisihan
dan nafkah, maka dari itu Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
lebih tepat dijadikan dasar hukum sebagaimana pokok gugatan bahwa
pengajuan perceraiannya disebabkan oleh perselisihan secara terus
menerus bahkan terjadi perpisahan hingga setahun lamanya. Jadi Majelis

Hakim mempunyai dasar dan alasan yang cukup kuat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkara peralihan agama tidak
disebutkan sehingga sering dikaitkan dengan pasal sering terjadinya
pertengkaran. Akan tetapi pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya Pasal
116 huruf (h) mengandung fakta hukum bahwa peralihan agama yang
menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan
sebagai alasan atau sebab yang mendasari perceraian. Menganalisis dari
perumusan redaksi pasal 116 huruf (h) tersebut dapat ditafsirkan kalau
adanya peralihan agama atau murtad tidak semata-mata diterima sebagai
alasan perceraian, melainkan terdapat ketentuan syarat bahwa peralihan
agama itu mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maka

jika seseorang merasa tidak keberatan atas perbuatan murtad

* Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018),

136.
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pasangannya dan tidak memperkarakannya ke Pengadilan, maka

perkawinannya tetap berlangsung.

Memang dari segi Undang-Undang perkawinan, permasalahan murtad
tidak diatur secara rinci. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam
penyebutan murtad ada dalam Pasal 75. Dalam pasal tersebut menyatakan
bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap
perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Kalau
ditafsirkan maka pasal tersbut mengandung abstrak hukum ketika
pasangan atau salah satu dari suami maupun istri murtad maka status
perkawinannya batal. Namun dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab IX
tentang pembatalan perkawinan, tidak terdapat poin yang menyatakan
bahwa perkawinan batal akibat murtad. Sehingga jika dipandang dari segi
yuridis pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika telah diajukan ke
Pengadilan. Adapun yang dibatalkan adalah status perkawinan setelah
adanya perbuatan murtad, bukan sejak awal dilangsungkannya

perkawinan.

Dan jika melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 2
ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan
hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan. Pun pula
dalam pasal 22 menjelaskan bahwa perkawinan bisa batal apabila tidak

memenuhi syarat.
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Jika dianalisis menurut hukum Islam, perkawinan tersebut telah batal
atau fasid Cara mengetahui akibat hukumnya dilihat dari status akad
perkawinan yang berlangsung berkaitan dengan rukun dan syaratnya.’
Berbeda dari sisi yuridis, dalam hukum Islam telah jelas bahwa murtad
secara langsung mengakibatkan batalnya perkawinan. Mengingat bahwa
syarat dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan ialah sesama
muslim. Sejalan dengan mayoritas ulama yang berpedoman pada Al-
Qur’an dan hadits dimana mereka berpendapat bahwa keluarnya suami
atau istri dari Islam maka perkawinannya rusak atau batal meski terdapat
beberapa perbedaan tentang kerusakan tersebut setelah murtad itu

seketika atau menunggu masa ‘“ddafnya habis.

Menurut ulama madzhab hanafiyah, ketika salah satu pasangan baik
suami atau istri murtad maka otomatis fasakh pernikahannya seketika.
Adapun menurut ulama Malikiyah putusnya perkawinan sebab murtad
dikategorikan talak. Ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwa perkawinan
itu putus apabila murtad terjadi gabla dukhul, kalaupun telah terjadi
dukhul maka menunggu ‘iddalmya selesai. Apabila setelah “ddah selesai
tak juga kembali ke agama Islam, maka perkawinannya rusak. Adapun
menurut ulama Hanabilah statusnya ditangguhkan menurut masa ‘ddah.
Jika ia bertaubat sebelum “ddah habis maka perkawinannya tetap

berlangsung, begitupun kebalikannya.

> Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana,
2008), 123.
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Selain tentang persoalan murtad, perkara cerai gugat ini dalam hukum
Islam disebut dengan khAu/ir. Hukum dari khulu’ sendiri para ulama ada
yang mengkategorikannya sama dengan talak, dimana talak
mengakibatkan  berkurangnya  bilangan  talak. adapula  yang
menggolongkannya dengan fasakh, dimana fasakh tidak mengurangi hak

talak.

Karena perkara gugat cerai ini dilatarbelakangi oleh perselisihan yang
terjadi secara terus menerus, maka secara yuridis telah memenuhi Pasal
116 huruf (f) dan mengakibatkan putusnya perkawinan sebab perceraian.
Adapun dari segi hukum Islam perkara ini juga bisa disebut dengan
syigaq, yaitu konflik krisis antara suami istri sehingga sulit diperbaiki.
Dalam Al-Qur’an, ketika terjadi syigag maka diutuslah seorang hakam
dari pihak suami maupun istri untuk meneliti sabab musabab pertikaian
dan berusaha mendamaikannya. Namun jika tak kunjung berhasil maka

dapat dilanjutkan dengan perceraian dan kedudukannya bersifat ba in.

Jika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan
yang diwarnai kemurtadan tidak langsung memutus perkawinan,
melainkan dengan catatan bahwa murtad tersebut dapat menyebabkan
ketidaknyamanan dalam rumah tangga dan mendapat keputusan
Pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam perkawinannya langsung

batal saat salah satu pihak murtad saat itu juga.
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Dalam perkara cerai gugat ini Majelis Hakim mengacu pada pokok
gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni menuntut Pengadilan agar
memutus perkawinannya dengan jalan perceraian sebab sering terjadi
perselisihan sehingga memicu ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dan
juga wewenang hakim dalam mengadili dan beracara cukup pasif karena
terbatasi dengan apa yang ada dalam gugatan dan terbatas pada fakta
pemeriksaan persidangan. Sehingga penjatuhan amar putusannya ialah
talak ba’in sughra mengingat bahwa selain persoalan murtad, alasan dari
perceraian juga karena masalah nafkah. Salah satu dari kewajiban suami
ialah menafkahi istrinya, baik secara dhahir maupun batin. Apabila hal itu
tidak terpenuhi maka suami telah berbuat nusyuz pada istrinya, dan
tentunya ini akan menimbulkan syigag. Untuk mengatasinya, upaya
perdamaian telah dilakukan namun tak kunjung berhasil. Meski terdapat
unsur asas mempersulit perceraian, namun jika tak ditemukan harapan

untuk hidup rukun maka perceraian diperbolehkan.

Adapun dalam pengamatan Penulis, meski perkara murtad tidak
menjadi alasan pengajuan perceraian namun hal tersebut perlu
dipertimbangkan hukumnya, karena dalam hukum Islam persoalan murtad
jelas tidak dapat ditolerir sebab ini berkaitan juga dengan agidah.® Dan
tentunya perkawinan yang diwarnai dengan perbedaan agama cenderung

menimbulkan kerusakan dibanding kemaslahatan bagi anggota keluarga.

% Jamilatur Rosyidah, “Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Status Perkawinan Karena Murtad” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 64.
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Alangkah baiknya jika Majelis Hakim meneliti lebih mendalam mengenai
kebenaran fakta pihak yang bersangkutan tentang persoalan murtad dan
mempertimbangkan hukumnya, karena persoalan murtad disini juga

berpengaruh pada akibat hukum.

Ketika ikatan perkawinan putus karena talak, maka suami tetap
berkewajiban memberikan nafkah selama istri menjalani masa ‘ddah.
Namun jika istri murtad, maka ia tak lagi berhak atas nafkah ‘ddah
maupun mut’ah karena perbuatan murtadnya. Perihal hak waris, meski
dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa perkawinan yang batal tidak
merubah hubungan antara orang tua dan anak, namun pihak yang murtad
tidak mendapatkan waris dari keluarganya yang muslim. Dan perihal
pemeliharaan dan hak asuh anak (hadhanah), ketika anak tersebut belum
mumayyiz maka hak asuh anak biasanya akan diberikan kepada pihak ibu,
akan tetapi dapat dipertimbangkan kemaslahatannya untuk dibawah
asuhan ayah jika sang ibu terindikasi murtad karena dikhawatirkan dapat
mempengaruhi akidah sang anak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996 yang mempunyai abstrak
hukum bahwa agama merupakan syarat penentuan gugur tidaknya hak ibu
atas pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Yang
demikian bukan hanya karena putusnya perkawinan tersebut melainkan

karena perbuatan murtadnya.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan keterangan yang telah penulis sampaikan

diatas maka terdapat poin kesimpulan, antara lain :

1.

Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara cerai gugat
dalam kasus istri murtad pada nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda
menggunakan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 1 angka
37, Pasal 49 huruf (a) dan penjelasnya angka (9), sehingga perkara ini
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kemudian Majelis
hakim memberi putusan talak ba’in sughra karena merujuk pada
pokok gugatan sehingga menggunakan dasar Pasal 39 UU Nomor 1
Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116
huruf (f) KHI dimana pasal tersebut berarti putusnya perceraian
disebabkan perselisihan secara terus menerus sehingga mengakibatkan
rumah tangga tidak rukun. Alasan dibalik perselisihannya ialah
Tergugat yang tidak menuntun Penggugat padahal ia masuk Islam
demi mengikuti suaminya sehingga ia murtad dan Tergugat yang
tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Hasil analisis dari putusan perkara cerai gugat dengan Nomor

0479/Pdt.G/2019/PA.Sda ialah secara yuridis, Majelis Hakim
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memutusnya dengan talak ba’in sughra dengan dasar hukum
perselisihan dapat dibenarkan. Namun secara hukum Islam, terdapat
dua kategori hukum yakni talak ba’in karena syigag dan fasakh karena
murtad. Secara yuridis, murtad tidak memutus perkawinan melainkan
harus mengajukan dulu ke Pengadilan, sedangkan dalam Hukum Islam
murtad membatalkan perkawinan saat itu juga. Persoalan murtad
haruslah diteliti kebenarannya dan dipertimbangkan dasar hukumnya

karena berpengaruh pada akibat hukum.

B. Saran

Sebagaimana bagian akhir dari pembahasan, penulis ingin mengemukakan

beberapa saran :

1.

Kepada pemerintah hendaknya membuat peraturan yang jelas dan
tegas mengenai status perkawinan orang yang murtad. Karena
fenomena ini cukup banyak terjadi di Indonesia namun dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengaturnya secara
rinci sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat khususnya

umat Islam.

. Kepada Majelis Hakim hendaknya menyelidiki fakta dibalik

pengajuan perceraian dengan teliti agar tercapainya asas kepastian

dan perlindungan hukum.

. Kepada masyarakat alangkah baiknya tidak menjadikan agama

sebagai status atau sarana melegalkan perkawinan saja karena ini

berkaitan dengan akidah. Perkawinan yang berlangsung antar orang
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yang berbeda agama memicu banyak kerusakan daripada

kemaslahatan terutama untuk anggota keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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